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ABSTRAK 

KINERJA BIDANGPENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADA 
DIN AS TENAGA KERJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARA T 

Liga Magdalena Samma 
\IgamagdalenasammarUJgmail_com 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Kinerja Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Pacta Dinas Tenaga Kerja 

Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Bertujuan menganalisis bentuk pengawasan 

ketenagakerjaan, capaian kinerja pengawasan tersebut, faktor berpengaruh 

pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, serta menganalisis faktor 

penghambat pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi 

Bar at. 

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif Dimulai dari 

penentuan fenomena yang dikaji.Bcrikut menentukan topik penelitian. Kemudian 

pemilihan kerangka konseptual. Tahap terakhir adalah mengolah dan 

menginterpretasi data. Infonnasi dalam penelitian ini terdiri dari pihak Dinas 

Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat pihak pengusaha dan pihak pekerja 

pada perusahaan yang menjadi sasaran pengawasan ketenagakerjaan. Kemudian 

data diolah dengan cara rcduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Disimpulkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan terdiri atas dua bentuk. 

Pertarna pengawasan kelembagaan yang mengikuti kaidah-kaidah 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tekanan pada perencanaan 

pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan evaluasi pengawasan. Kedua 

pengawasan reguler yang rnenekankan kesinambungan pengawasan dan 

pelaksanaan norma ketenagakerjaan oleh pihak perusahaan. Ada dua bentuk: 

kinerja yang dicapai. Pertama kinerja yang belum maksimal, terjadi pada 

pengawasan kelembagaan yang ditunjukkan adanya pencapaian kinelja hanya 

pada level 76% pada tahun 2015. Kedua kinerja yang cukup memadai, tetjadi 

pada pengawasan reguler pelaksanaan pengawasan hingga pada pelaporan dan 

tindak lanjut basil pengawasan. 

Kata Kunci: Pengawasan, Kinerja, Tenaga Kerja. 
II 
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ABSTRACT 

WORK PERFORMANCE OF MANPOWER SUPERVISION IN 
DEPARTMENT OF MANPOWER WEST SULAWESI PROVINCE 

L1ga Magdalena Samma 
ligamagdalenasamrna@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

Work Performance of Manpower Supervision in Department of Manpower, 

West Sulawesi province. This research aims to discover the type of supervision of 

manpower, perfonnance of supervision, motivating and demotivating factors of 

manpower supervision implementation in West Sulawesi Province. 

Using descriptive qualitative approach, this research is conducted by 

specifYing the phenomenon, detennining research topic, determining conceptual 

framework, and processing as well as interpreting the data. Informants of this 

research are members of Department of Manpower, West Sulawesi province, 

entrepreneurs, and company workers who are the target of manpower supervision. 

Data is then processed for data reduction, data display, and conclusion drawing. 

The result shows that manpower supervision done by Department of 

Manpower, West Sulawt:si province consists of two types of supervision. First, 

ssinstitutional superviSIOn following the principles of local 

governance/government administration by emphasizing the supervision planning, 

implementation, and evaluation.Second, regular supervision emphasizing 

sustainable supervision and implementation of manpower norms by company. 

There are two performance achieved; first, maximum perfonnance by 76% in 

2015 shown in institutiOnal supervision; second, adequate perfonnancc shown in 

regular supervision covering supervision in comprehensive implementation, 

report, and follov.'~up. 

Keywords: Supervision; Perfonnance, Manpower 
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diselesaikan tepat pada waktunya. Tesis ini penulis susun dengan maksud untuk 
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BAH IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Barat 

a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Rerdasar Peraturan Gubemur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45 

Tahun 2016 tentang Strukhtr Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga 

Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Tenaga Kerja Daerah 

mcrupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Tenaga Kerja 

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan 

kepada Daerah. 

Dinas Tenaga Kerja Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur melalui 

Sekretaris Daerah. 

Dinas Tenaga Kerja Daerah mempunyai tugas membantu Gubemur 

melaksanakan pemmusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, 

pemantauan dan evaluasi urusan pcmerintahan di bidang Pelatihan dan 

Pcncmpatan Tenaga Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kcrja 

yang mcnjadi kewcnangan Daemh dan tugas pembantuan yang ditugaskan 

kepada Daerah. 

Dinas Tenaga Kerja Daerah 

menyelenggarakan fungsi : 

dalam melaksanakan tugas 
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1) Penyelengaraan perumusan dan penetapan, pengaturan dan koordinasi 

pelaksanaan kebijakan teknis urusan dibidang pelatihan dan penempatan 

tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan 

kesehatan kerja, serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial 

tenaga kerja~ 

2) Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas 

dibidang dan penempatan tenaga kerja, pembinaan pengawasan 

ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pembinaan 

hubungan industrial dan jaminan sosial tcnaga keija; 

3) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok 

dan fungsi dinas; 

4) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pembinaan UPTD. 

5) Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, 

pembinaan pengawasan ketenagaketjaan, keselamatan dan kesehatan 

keija, serta pembinaan hubungan mdustrial dan jaminan sosial tenaga 

kerja; 

6) Penyclenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas~tugas 

bidang pelatihan dan penempatan tcnaga kerJa, pcmbinaan pengawasan 

ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan ke1ja, serta pembinaan 

hubungan industrial dan jaminan sos1al tenaga kerja; 

7) Penyelenggaraan koordinas1 dan kerjasama dalam rangka tugas pokok 

dan fungsi dinas; dan 

43580.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



53 

8) Pelaksanakrut tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; 

Berdasar pada muatan Peraturan Gubemur sebagaimana dimaksud 

di atas, jelas bahwa Dinas Tenaga Kerja diben mandat untuk tugas 

pengawasa11 ketenagakcrJaan, termasuk dalam melaksanakan tugas 

perumusan kebijakan, pcngoordinasian, pembinaan, pemantauan dan 

evaluasi urusan Pengawasan Ketenagakerjaan. Selain itu, juga diberi 

mandat fungsional berupa perumusan, f3silitasi dan pengkoordinasian 

pengawasan ketenagakerjaan. 

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya diatur kc dalam pengorganisasian 

dinas im dengan Kepala Dinas Sebagai Pimpinan. Kemudian Kepala Dinas 

dibantu oleh Sekretaris Dinas untuk fungsi dan tugas·tugas administratif. 

Sekretaris Dinas dilengkapi dengan 2 (dua) Sub Bagian masing·masing 

Sub Bagian Program dan Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan 

Kcpegawaian. 

Sclanjutnya Kepala Dinas dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bidang untuk 

melaksanakan fungsi dan togas di.nas. Masing·masing adalah Bidang 

Pelatihan dan Pencmpatan Tenaga Ketja, Bidang Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga KctJa, serta Bidang Pcmbinaan Pcngawasan 

Kctenagakerjaan, K3. 

Khusus untuk Bidang Pembinaan Pcngawasan Kctenagakerjaan, K3, 

dilengkap1 deugan 3 (tiga) Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi. Masing· 

masing Seksi tcrsebut adalah Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan 
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Sosial Tenaga Kerja, Seksi Pengawasan Nonna Kerja Perempuan dan 

Anak, serta Seksi Pengawasan Norma K3. 

Secara lengkap mengenai struktur organisasi Dinas Tenaga Ke.rja 

Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

43580.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



55 

Kepala 
nin::oc: 

l 
I 

I l Kelompok Sekretaris 

Jabatan 
Fungsional 

Kasub Bag. Kasub Bag. 

Program & Umum& 
Keuangan Kepegawaian 

- Kep. Bidang Kep. Bidang Kep. Bidang 
Pefatihan & Pembinaan Hubungan lndustriial 

Penemoatan TK Pengawasan - . 

Seksi Pelatihan & Seksi Pengawasan 
Seksi Persyaratan 

- Produktivitas Kerja, Kelembagaan 
Norma Kerja & & Hubungan 

Jamsos TK. 

- Seksi Seksi Pengawasan Seksi Pengupahan & 

Pengembangan Norma Kerja Jaminan Sosial TK. 

Perluasan Peremouan & Anak 

Seksi Pengawasan 
Seksi Penyelesa'1an 

Seksi Pembinaan Perselisihan HI 
- Penempatan TK Norma K3 

Dalam & Luar 

UPTD 

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

Sumber Peraturan Gubemur Provms1 Sulawesi Barat Nomor 45 Tahtm 2016 

b. Keadaan Pegawai 

Pada Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat terdapat 61 
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(enarn puluh satu) orang pegawai. Gambaran pegawai tersebut berdasar 

pangkat/golongan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

NO 

I 

2. 

3 

4. 

Tabel4.1 : 

Gambaran Pegawai Pada Dinas Tenaga Kerja Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat, 2017 

PANGKAT/ PENDIDIKAN 
ASN GOL 

II Ill IV SMA D2 D3 Sl S2 S3 

-- - ·~-

Eselon II I I 

Eselon III 4 3 I 
i 

Eselon IV 9 4 I I 9 2 

Slaf 14 26 3 13 3 26 I 

Jumlah 

Sumber. Dmas Tenaga KerJa Daerah Provms1 Sulawes1 Barat, 2017 

JUMLAH 

---- -

I 

4 

I 13 

43 

61 

Tabel di alas menunjukkan bahwa dari 61 (enam puluh satu) pegawai Dinas 

Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat, berdasar pangkat/golongan mereka, maka 

scbanyak l (satu) orang Eselon II I Golongan IV, sebanyak 4 (empat) orang Eselon 

Ili!Golongan IV, kemudian 9 (sembilan) orang Eselon IV/Golongan Ill, 4 (empat) 

orang Eselon IV Golongan IV. Selanjutnya unsur Staf sebanyak 43 (empat puluh 

tiga) orang, masing-masing Golongan II sebanyak 14 (empat belas) orang, 26 (dua 

puluh enam) orang Golongan III, dan 3 (tiga) orang Golongan IV. 

Sedang dilihat dari jenjang pendidikan mereka, sebanyak 14 (empat belas) 

orang Tamatan SMA, kemudian D3 sebanyak 4 (empat) orang, sebanyak 38 (tiga 

puluh delapan) adalah Sl, selanjutnya 5 (lima) orang lulusan Magister/52. 
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Dari 61 (enam puluh satu) orang pegawai tersebut, sebanyak 9 (Sembilan) orang 

yang ditempatkan pada Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Jumlah 

tersebut tersebar pada 3 (tiga) Seksi ditambalt I (satu) orang Kepala Bidang , 

masing-masing sebagai berikut : 

1) Seksi Pengawasan Nanna Kerja dan Jaminan Sosial scbanyak I (satu) orang. 

2) Seksi Pengawasan Norma Kerja Pcrcmpuan dan Anak sebanyak (satu) 

orang. 

3) Seksi Pengawasan Norma K3 sebanyak 2 (dua) orang. 

4) Kemudian Pengawas di UPTD Wilayah I di Mamuju Utara sebanyak 2 (dua) 

orang pengawas, dan di Wilayah II Polewali Mandar sebanyak 2 (dua) orang. 

Data di atas menunjukkan jika jumlah pcgawai pada Bidang Pengawasan relatif 

masih kurang. Ini sangat dirasakan jika dibandingkan dengan luas wilayah provinsi 

Sulawesi Barat yang mencakup Kabupaten Mamasa, Polewali Mandar, Majene, 

Mamuju, dan Mamuju Utara. 

2. Gambaran Pekerja 

Gambaran tentang keadaan pekerja di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 

2016 dapat dilihat berdasarkan sebarannya pada 5 (lima) Kabupaten di Provinsi 

Sulawesi Barat yang totalnya adalah 21.686 orang. Jumlah terbanyak terdapat di 

Kabupaten Polewali Mandar, yakni 6.755 orang atau 31,15% yang terdiri dari 

4.610 laki-laki dan 2.145 perempuan. Kemudian menyusul di Kabupaten 

Mamuju sebanyak 6.526 orang atau 30,09% yang terdlfi dari 4.830 laki-laki dan 

1.696 perempuan. 

Jmnlah terkecil dari pekerja di Provinsi Sulawesi Barat terdapat di 
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Kabupaten Mamasa yakni 1.232 orang atau 5,68% yang terdiri dari 778 laki-laki 

dan 454 perempuan. Kemudian di Kabupaten Mamuju Utara sebanyak 3.205 

orang atau 14,78% yang terdiri dari 3.018 laki-laki dan 187 perempuan. 

Gambaran tentang sebaran pekeija pacta masing-masing Kabupaten di Provinsi 

Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabe14.2: 

Gambaran Jumlah Pekerja Provinsi Sulawesi Barat 2016 .. ' --
I I Pekerja (Orang) 

-· 
No. Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Jumlah 

1--- - ------ ·---

I. Kab. Mamasa 778 454 1.232 

2. Kab. Patman 4.610 2.145 6.755 

' 3. Kab. Majene 3.514 454 3.968 

4. Kab. Mamuju 4.830 1.696 6.526 

5. Kab. Mamuju Utara 3.018 187 3.205 
-----

Jumlah !6.750 4.936 21.686 

Sumber : Dmas Tenaga KeiJa Daerah Provms1 Sulawesi Barat, 2017 

J. Gambaran Perusahaan Tcmpat Bekerja 

Salah satu aspek pen ling dari pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan 

olch Pemerintah Daerah adalah kebcradaan perusahaan yang menjadl tempat 

bekerja dad para pekerja. Gambamn perusahaan tersebut dapat dilihat 

sebarannya pada masing-masing kabupmen, dan dengan klasifikasi mcnjadi 3 

(tiga), yakni perusahaan kecil, sedang dan besar_ 

Pada tahun 2016, jumlah perusahaan dunaksud tercatat sebanyak 3.085 

unit. Dan jumlah tersebut yang terbanyak di Kabupaten Polman yaitu 922 unit 

atau 29,89%. Kemudian di Kabupaten 640 unit atau 20,88%, Kabupaten Majene 
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sebanyak 639 unit atau 20,71%, menyusul di Kabupaten Mamuju Utara 

sebanyak 61 0 unit a tau 1 9, 77% dan di Kabupaten Mama sa sebanyak 27 4 unit 

atau 8,88%. 

Sedang jika dilihat dari klasiftkasi usaha sebagaimana di kemukakan di atas, 

maka dari 3.085 unit perusahaan, jumlah terbcsar adalah perusahaan kecil yakni 

3.027 unit atau 98,12%. Kemudian perusahaan skala scdang sebanyak 47 unit 

atau I ,52%, dan pcrusahaan skala besar sebanyak II unit atau 0,36%. Garnbaran 

mengenai sebaran dan klasifikasi perusahaan tempat beketja para pekerja dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel4.3: 
Gambaran .Jumlah Perusahaan di Provinsi Sulawesi Barat, 2016 

• Klasifikasi Perusahaan 

No. Kabupaten!Kota (Unit) Jumlah 
-~-

i 
Kecil Sedang Besar 

>----------- -
' I. Kab. Mamasa 271 3 0 274 

2. I Kab. Polman 906 16 0 922 

3. Kab. Majene 632 7 0 639 
' 

I 
4. Kab. Mamuju 623 12 5 640 

5. Kab.Mamuju Utara 595 9 6 610 

r - -
Jumlah 3.027 47 II 3.085 

L___ ~~--~ 
Sumber: Dmas Tenaga KerJa Daerah Provms1 Sulawesi Barat, 2017 

B. Hasil Penelitian 

1. Umum 

Berdasar hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Pcngawasan 

Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju, 
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IIDesember 2017), dapat disimpulkan jika kegiatan pengawasan 

ketenagaketjaan pada pokoknya mencakup 3 (tiga) hal pokok. Ketiga hal pokok 

tersebut adalah aspek perencanaan pengawasan, aspek pelaksanaan pengawasan, 

dan aspek evaluasi pengawasan. Dikemukakan pada wawancara tersebut bahwa · 

"Pada prinsipnya, untuk mengefektifkan pengawasan ketenagakerjaan, maka ada 
3 (tiga) hal yang harus dilakukan dan menjadi satu kesatuan yang tak 
terpisahkan. Yang pertama yakni menyusun rencana pengawasan. Kedua adalah 
melaksanakan perencanaan tersebut, dan ketiga yakni melakukan cvaluasi. Pacta 
evaluasi ini diupayakan untuk menghubungkan antara apa yang direncanakan 
dengan apa yang dilaksanakan". (Wawancara, II Desember 20 17). 

Ini menunjukkan jika pcngawasan ketenagakerjaan ini tidak semata hanya 

pada aspek pelaksanaarmya saja, mclainkan juga dimulat dengan perencanaan, 

dan diakhiri dengan kegiatan evaluasi. Mengcnai uraian secara rinci dan masing-

masing aspek pengawasan tersebut akan dijelaskan kemudian. 

2. Rencana Pengawasan Ketenagakerjaan 

Jika diungkap lebih jauh, maka aspek Perencanaan Pengawasan 

Ketenagaketjaan pada intinya mengandung 2 (dua) hal pokok. Hal mi terungkap 

dari wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Kctenagakerjaan 

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulwesi Barat di Mamuju, bahwa : 

"Dalam menyusun perencanaan pengawasan ketenagakerjaan, Bidang Pembinaan 
dan Pengawasan Ketenagakerjaan memperhatikan betul 2 (dua) hal penting. 
Yang pertama yaitu terkait dengan mckanisme perencanaan itu, dan kedua yakni 
terkait dengan isi perencanaan terse but". (Wawancara, ll Desember 20 17). 

Untuk mekanisme perencanaan pengawasan ketenagakerjaan, Dinas 

Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat merujuk pada Rencana 

Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat_ 

Rujukan utama tersebut ditekankan pada araban dan kebijakan pembinaan 
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ketenagakerjaan. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Bidang Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulwesi 

Barat di Mamuju, bahwa : 

"Perencanaan ketenagakerjaan secara umurn pada Dinas Tenaga Kerja Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat, memperhatikan arahan dan kebijakan pembinaan 
ketenagakerjaan yang termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat. Karena yang dilaksanak:an 
di Dinas Tenaga Kerja adalah apa yang menjadi keb1jakan Pemerintah Provinsi ". 
(Wawancara, 11 Desember 201 7) 

lni berarti bahwa perencanaan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan 

pada Dinas Tenaga Kerja juga dapat dikatakan sebagai penjabaran dari RPJMD 

Provinsi Sulawesi Barat di sektor ketenagakerjaan. Dengan demikian, keduanya 

menjadi satu kesatuan perencanaan. 

Pada Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinst Sulwesi Barat, terdapat 2 (dua) 

dokumen perencanaan yang menjadi penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi 

barat. Dijelaskan olch Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan 

Ketenagakerjaan Provinst Sulwcsi Barat di Mamuju, bahwa : 

"'RPJMD Provinsi Sulawesi Barat yang mcnjangkau waktu 5 (lima) tahun yang 
di dala.mnya antara lain memuat arah dan kebijakan pembinaan ketenagakerjaan, 
kemudian dija.barkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi 
Sulawesi Barat yang juga menjangkau waktu 5 (lima) tahun. Untuk setiap 
tahunnya, RPJMD tersebut dijaharkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Provinst Sulawesi Barat, dan pada Dinas Tenaga Kerja Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat disusun melalui Rencana Kcrja Dinas". (Wawancara, II 
Desemher 20 17) 

Jika mengikutt penjelasan tersehut di atas, maka mekantsme Penyusunan 

Rencana Pemhinaan dan Pcngawasan Ketenagakerjaan lchih hersifat top down. 

Artinya. dimulai dari atas ke bawah. Perencanaan tersebut dimulai dati RPJMD 

untuk waktu 5 (lima) talmn, kemudian diikuti dengan penyusunan Rencana 
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Strategis Dinas Tenaga Kerja yang juga menjangkau 5 (lima) tahun. 

Selanjutnya untuk setiap tahunnya dimulai dengan penyusunan dan 

penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat, 

kemudian diikutt atau dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) di tingkat 

Dinas Tenaga Ketja. 

Dari sisi perencanaan, kebijakan pengawasan ketenagakerjaan tidak hanya 

sampai di situ. Karena penjelasan dari Kepala Bidang Pembinaan dan 

Pengawasan Ketenagak:erjaan Provinsi Sulawesi Rarat di Mamuju, terungkap 

bahwa: 

"Setelah penetapan Rencana Kerja Dinas sctiap tahunnya, maka kita di masing­
masing Bidang atau di tingkat Seksi harus membuat Daftar Program dan 
Anggaran untuk dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Bappeda Provinsi 
Sulawesi Barat. Jika ini disetujui, maka pada saat program atau kegiatan yang 
ada di dalam Rencana Kerja akan dilaksanakan, oleh masing-masing Seksi harus 
lagi membuat Kcrangka Acuan Kerja sebagai uraian terinci dari program atau 
kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut". (Wawancara, 1 I Desember 20 I 7) 

PenJelasan tersebut di atas menggambarkan bahwa dari SIS! perencanaan 

pengawasan ketenagakerjaan, ternyata memiliki struktur dan mekanisme yang 

runtut, mulai dari tingkat Pemerintah Provinsi, kemudian terjabarkan ke tingkat 

Dinas, selanjutnya ke masing-masing Bidang dan Seksi, terrnasuk pada Bidang 

Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Seksi-seksi yang ada di bidang 

Ill!. 

Bcrikut adalah aspek lSI dari perencanaan pembinaan dan pengawasan 

ketenagakerJaan itu sendiri. Aspek ini memilik1 perbedaan dengan mekanisme 

perencanaan sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Karena aspek ini 

mempertimbangkan dua hal yang saling melengkapi, sehingga mengesankan jika 
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aspek isi perencanaan pengawasan ketenagakerjaan ini menggabungkan 2 (dua) 

pendekatan, yakni pendekatan bottom up dan pendekatan top down. Hal ini dapat 

disimak dan keterangan Kepala Bidang Pembmaan dan Pengawasan 

Ketenagakerjaan Provinsi Sulwesi Barat di Mamuju, yang menyatakan bahwa : 

"Dalam menyusun perencanaan pengawasan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga 
Kerja Provinsi Sulawesi Barat, kami mempertimbangkan kebijakan Pemerintah 
Provinsi yang tertuang di dalam RPJMD, tetapi juga memperhatikan situasi dan 
kondisi ketenagakerjaan yang berkembang di lapangan, apakah itu yang 
disampaikan oleh Serikat Pekerja, maupun oleh Perusahaan tempat bekerja". 
(Wawancara, 11 Desember 2017). 

Selain itu, dari sisi penyusunan perencanaan pengawasan ketenagakerjaan, 

Bidang yang menangam hal 1m juga memperhatikan kaidah penyusunan 

perencanaan pada umumnya. Kaidah tersebut terkait dengan apa yang ingin 

dicapai biasa pula disebut dengan tujuan dan dapat dirumuskan berupa target dan 

sasaran, dan cara untuk mewujudkannya, ini yang lebih sering disebut dengan 

program atau kegiatan. Dalam ungkapan yang lain hal tersebut disampaikan oleh 

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi 

Barat di Mamuju, yang menyatakan bahwa: 

"Menjadi tugas kami di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan 
untuk menyusun perencanaan yang detail dan terukur. Setiap tahunnya, bidang 
ini merencanakan target atau sasaran pengawasan. Kemudian, menetapkan 
program dan kegiatan untuk mencapai target atau sasaran tersebut. Ini secara 
konkrit bisa dilihat di matriks perencanaan kami setiap tahunnya". (Wawancara, 
II Desember 20 17). 

Scbaga1 bentuk konkrit dari kctcrangan tersebut di atas, mJsalnya dapat 

dilihat rumusan target atau sasaran Bidang Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan pada taJnm 2015 sebagaimana tennuat di dalam Rencana Kerja 

Dinas Tenaga Kerja DaeraJI Provinsi Sulawesi Barat, seperti berikut ini. 
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Tabel4.4: 
Target dan Sasaran Serta Program Pengawasan 

eten!!_ga e~Jaan a un K k . T h 201 5 -
No. I Target Sasaran Program 

' 

I 
! 

Terbentuknya LKS Berperannya LKS Pcmbenh1kan LKS 
' Biparttt do Perusahaan Bipartit di Bipcrtit di 

' I serta LKS Tripartit di 5 perusahaan an tara Pemsahaan 

! ' Kabupaten manaJemen dengan I 
serikat pekerja dan 

I ter]alinnya 
hubungan kerJa 

I 
ii 

sam a an tara 
pemerintah, 

I 1 pengusaha dan , I serikat pekerja 

~~ Terselenggaranya Terwujudnya Pengawasan 

i ' 
pengawasan bag I pelaksanaan Sistem perusahaan yang 

I perusahaan yang Manajemen menerapkan SMK3 

' ' 
menerapkan SMKJ Kese/amatan dan d1 6 Kabupaten. 

! I 

i I 
Kesehatan Kerja di 

' 
perusahaan 

Sumber: Rencana KerJa Dmas Tenaga KerJa Daerah Provmst Sulawesi Barat, 2015 

Demikian juga pada tahun anggaran 2016, dapat dilihat target, sasaran 

serta program terse but sebagaimana berikut ini. 

Tabel4.5: 
Target dan Sasaran Serta Program Pengawasan 

Ketena2;akerjaan Tahun 2016 
·~~-----~~~~~~~~~~---~-------
11 No. i Target Sasaran Program 

I pemeriksaan Peralatan 
Pemeriksanaan 
Peralatan kerJa 

'M- Terlaksananya Pada 12 Perusahaan 

I 
1 

kerja di perusahaan perusahaan_ 

~ 2 1 Tersedranya pelayanan Pada 4 Kabupaten Pembcrdayaan 
' ' . ', lnformas1 Hubungan Pelayanan lnformas1 i 
I h1dustnal Hubungan lndustnal I 

~ Pemb~rday~Dewan -- Pada 6 Kabupate~ Penmik:-a-tat1- __ D_e_w_anl 

! 1 Pengupahan dalam Pengupahan j 
I 1 mcnentukan Kebutuhan J I 1 llidup Layak (KHL) dan 

1 \ UpahMinimu~_P_'o~v~in_s_i~~~- --~~~"~=-c---=-c-o~· 
Sumber. Rencana Ke1Ja Dmas Tenaga KerJa Daerah Provms1 Sulawesi Barat, 2016. 
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Selanjutnya pada tahun 2017, gambaran mengena1 target, sasaran dan 

program pengawasan ketenagakerjaan dapat dihhat pada label bcrikut ini. 

Tabel4.6: 
Target dan Sasaran Serta Program Pengawasan 

Ketenagakerjaan Tahun 2017 

'I -=--,-----=-c-----,---:o-----.-----=----, 
No. i Target Sasaran Program 

I 
1. j- Terlaksananya Pada I 0 Perusahaan p-,m-bCntukan 

I 

i pembentukan perjanjian perjanJian 
perusahaan, perJ3llJ13ll perusahaan, 

1 kerja bersama dan perJanJtan kerJa 

I

I koperas1 pekerja bersama dan 
I koperast pekcrja 

l--o2--i-P"e:::m:cb;:-e:::,c;da:::y-:aan=--ro;ce-w-=an:::-;l-;>p:::ad'"a-;-l 'K""a"b:::u-:p-,at:::ec:n--i~P"e:::c:mberdayaan 
i ! 
1 Pengupahan dalam Dewan 

! menentukan Kebutuhan Pengupahan 
II Hid up La yak (KHL) dan 

Upah Minimum PTOvinsi 

3. ' Terlaksananya 
I -'. I ;emeriksaan pera\atan 
~erja d1 perusahaan 

1 4. Terlaksananya 
j pemeriksaan norma 
j ketenaga kerjaan d1 
j , perusahaan 

Pada 6 perusahaan 

... -- ~ 

Pada 6 perusahaan 

Pemeriksanaan 
peralatan kerJa 
perusahaan 

Pemenksan-aac-n--1

1 

no1 rna ketenaga 
kerpan d1 
pcrusahaan 

--~~t 
Sumber : Rencana KerJa Dmas Tenaga KerJa Daerah Provms1 Sulawesi Barat, 
2016. 

Jika diperhatikan perkembangan perencanaan pengawasan 

ketenagakerjaan dari tahun 2015 hingga tahun 2017, terbaca bahwa ada 

pergescran yang terjadi pada periode tersebut, selain JUga masih ditemui adanya 

perhatian atau titik tekan program kurun waktu 3 (tiga) tahun. 

Pergeseran tersebut terbaca pada rencana program. Pada tahun 2015 

hanya ada 2 (dua) program, yakm pembentukan LKS Bipartit di Perusahaan 
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serta LKS Tripartit di 5 Kabupaten, dan penyelenggaraan pengawasan bagi 

perusahaan yang menerapkan SMK3. Kemudian pada tahun 2016 terdapat 3 

(tiga) program, yakni Pemeriksanaan Peralatan kerja di perusahaan, 

Pemberdayaan Pelayanan lnformasi Hubungan Industrial, dan Peningkatan 

Dewan Pengupahan. Selanjutnya pada tahun 2017 menjadi 4 (empat) program 

pada tahun 2017, yakni pembentukan perjanjian perusahaan, perjanjian kerja 

bersama dan koperasi pekerja, Pemberdayaan Dewan Pengupahan, 

Pemeriksanaan peralatan kerja perusahaan, dan Pemeriksanaan norma 

ketcnagakerjaan di perusahaan. 

Pergeseran yang demikian ini menurut Kcpala Bidang Pembinaan dan 

Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju disebabkan 

oleh 2 (dua) faktor, seperti yang dinyatakan bahwa: 

"Dalam menyusun perencanaan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, 
kami juga memperhatikan kebutuhan hubungan antara perusahaan dengan para 
pekerja. Selain itu, kami juga memperhatikan faktor kemampuan pembiayaan 
atau faktor anggaran". (Wawancara, 11 Desember 20 17). 

Berdasar hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa pada aspek 

perencanaan pengawasan ketenagakcrjaan ini sifatnya dinamis. Artinya, dapat 

berkembang sesuai dengan respon yang diberikan terhadap perkembangan 

lingkungan ketja Provinsi Sulawesi Barat, khususnya dalam kaitan antara norma-

norma kcrja dengan apa yang diterapkan oleh perusaha..1.n kcpada peketjanya. 

3. Pelaksanaan Pcngawasan Kctcnagakcrjaan 

Dalam pelaksanaan pcngawasan ketcnagakerJaan di Provinsi Sulawesi 

Barat, tentu tidak dilakukan secara serarnpangan. Maksudnya bahwa pclaksanaan 
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pengawasan ketenagakerjaan tersebut mengikuti kaidah dan aturan main yang 

diterapkan di lingkungan Pemerintahan Daerah, dan juga memperhatikan situasi 

dan kondisi lingkungan. Pertimbangan lainnya adalah menyangkut cara-cara 

pengawasan itu sendiri yang juga tidak bisa dilakukan secara serampangan. [ni 

sejalan dengan keterangan yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pembinaan 

dan Pcngawasan Ketenagaket:iaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju bahwa : 

"Dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat, kami merujuk pada tata kelolah Pemerintahan Daerah, 
terutama terkait dengan dokumen perencanaan yang telah disusun. Kemudian 
juga kami tidak mengabaikan prinsip-prinsip pengawasan yang diterapkan secara 
umum. Namun demikian, tetap kami memperhatikan hal-hal yang bersifat 
eksidental". (Wawancara, 11 Desember 2017). 

Berdasar pada keterangan tersebut di atas, maka pelaksanaan pengawasan 

ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Barat secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi 2 (dua). Pertama yaitu pengawasan yang bersifat 

kelembagaan. Kemudian yang kedua adalah pengawasan individual oleh masing-

masing pejabat pengawas yang juga biasa disebut dengan pengawasan fungsional 

atau pengawasan reguler. 

a. Pengawasan Kelembagaan 

Terhadap pengawasan yang bersifat kelembagaan secara lebih detail 

dijelaskan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan 

Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, bahwa : 

"Pengawasan kelembagaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat merujuk pada apa yang telah ditetapkan 
pada dokumen perencanaan dinas. Karena itu, pelaksanaannya relatif lebih 
mudah, yakni cukup menyelenggarakan kegiatan yang termuat di Rencana 
Kerja lalu membuat laporannya". (Wawancara, II Desember 2017). 
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Bentuk pengawasan yang demikian ini dapat dikelompokkan sebagai 

upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap 

norma-norma atau peraturan ketenagakerjaan. Karena kegiatannya lebih 

banyak menekankan pada aspek tumbuh dan berkembangnya pemahaman 

stakeholders ketenagakerjaan terhadap nonna dan berbagai peraturan 

ketenagakerjaan tersebut. Kegiatan pengawasan yang demikian ini oleh 

pihak Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyebutnya 

dengan penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Ini terungkap dari 

penjelasan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan 

Kctenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, bahwa : 

"Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat tidak berharap te.tjadi 
masalab terhadap hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja mereka. 
Karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab kami agar prasyarat·prasyarat 
atau pengkondisian hubungan kerja yang positif dan harmonis itu bisa selalu 
dijaga". (Wawancara, 11 Desember 2017). 

Untuk maksud itu, dapat dikemukakan berbagai kegiatan yang bersifat 

kelembagaan tersebut sebagaimana berikut ini. 

Pada tahun 2015 terdapat 2 (dua) program yang dilaksanakan. Pertama, 

Sosialisasi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan dengan 

frekwensi I (satu) kali. Yang kedua yakni Pembinaan Penerapan Norma 

Ketenagakerjaan di Perusahaan, sebanyak I (satu) kali. Pada tahun 2016, 

yakni pemeriksaan peralatan kerja di perusahaan. 

Pada kegiatan sosialisasi Norma Keselamatan dan Kesehatan Keija d1 

Perusahaan, diharapkan agar norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja 

dipahami oleh pemilik perusahaan atau unsur pimpinan perusahaan. Tentu 
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harapan tersebut tidak hanya sarnpai di sini saja melainkan punya dampak 

lebih jauh lagi. Demikian dikemukakan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan 

Pengawasan Ketenagakeijaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, bahwa : 

"Dengan memberi penjelasan dan pemaharnan kepada para pemilik atau 
pimpinan perusahaan di daerah ini terhadap norma-norma keselamatan dan 
kesehatan kerja, hasilnya diharap tidak sarnpai di situ saja. Kami berharap 
pemahaman yang baik atas norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja, 
bisa diikuti dengan tindakan atau pengelolaan perusahaan mereka yang 
menerapkan norma-norma tersebut". {Wawancara, 13 Desembcr 2017). 

Dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi 

Sulawesi Barat, juga didesain secara terstruktur. Hal ini dikemukakan oleh 

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakcrjaan Provinsi 

Sulawesi Barat di Mamuju, bahwa : 

"Pelaksanaan pengawasan ketenagaketjaan oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat memperhatikan prioritas atau tata urutan program 
dan kegiatan. Ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa sumberdaya yang 
dimiliki terbatas, kemudian juga mempertimbangkan urutan kegiatan 
tersebut sehingga efektif. Sederhananya adalah mendahulukan yang di depan 
dan membelakangkan yang kemudian. Contohnya adalah bangun 
pemahaman pemsahaan dahuln bam control mereka" (Wawancara, 13 
Desember 2017). 

Cara pandang tersebut di atas ternyata memang terlihat di dalam 

pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Barat. Misal 

pada tahun anggaran 2015, setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi Norma 

Keselamatan dan Kesehatan Kelja di Pcrusahaan, kernudian diikuti dengan 

kegiatan lainnya yang sesungguhnya saling mendukung, yakni Pembinaan 

Penerapan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan, dan pada tahun 2016 

yakni pemeriksaan pera1atan ,kerja di perusahaan. 

Dengan cara yang demikian ini dapat dinyatakan jika Dinas Tenaga 
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Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat secara terstruktur mendahulukan 

membangun pemahaman para stakeholders terhadap norma-norma 

ketenagakerjaan, baru kemudian mehhat seperti apa pelaksanaan 

pemahaman terhadap penerapan norma-norma ketenagakerjaan itu. Hal 

tersebut dengan nyata dapat disimak pada rangkaian kegiatan tahun 2015 

hingga 2016. Diawali dengan sosialisasi nonna-nonna keselamatan dan 

kesehatan kerja, kemudian diikuti dengan Pembinaan Penerapan Norma 

Ketenagakerjaan di Perusahaan pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 yakni 

pemeriksaan peralatan kerja di perusahaan. 

Sosialisasi Nanna Keselatnatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 

tentu berbeda targetnya dengan kegiatan pembinaan penerapan nonna 

ketenagaketjaan di perusahaan, dan kegiatan pemeriksaan peralatan kerja di 

perusahaan. Target Sosialisasi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di 

Pcmsahaan adalah terpahaminya pengetahuan/infonnasi mengenai Norma 

kerja dan keselamatan kerja di pemsahaan, sedang kegiatan pcmbinaan 

penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan dengan target terlaksananya 

pembinaan penerapan norma ketenagakerjaan di pemsahaan. Demikian juga 

dengan kegiatan pemeriksaan peralatan kerja di perusahaan dcngan target 

terlaksananya pemeriksaan Peralatan ker_1a di perusahaan. 

b. Pengawasan Reguler 

Pengawasan regular ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Barat dilakukan 

untuk merespon dinamika dan perkembangan ketenagakerjaan di daerah ini 

setiap hari. Karcna itu, pada stmktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Daerah 
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Provinsi Sulawesi Barat khususnya Bidang Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan juga diadakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPID) yang 

bertugas melakukan pengawasan di lapangan. 

Dengan adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas Bidang Pengawasan 

Ketenagakerjaan, maka perkembangan atau masalah yang muncul di 

lapangan yang sifatnya di luar program kelembagaan, diharap dapat direspon 

dengan cepat Demikian yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan 

dan Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, 

bahwa: 

"Terhadap perkembangan, dinamika dan masalah ketenagakerjaan yang bisa 
saja terjadi setiap saat, maka Dinas Tenaga Ketja Provinsi Sulawesi Barat 
menugaskan penanganan hal yang demikian kepada masing-masing UPTD. 
Selain memiliki kemarnpuan untuk tugas seperti itu, aparat di masing­
masing UPTD juga lebih dekat dengan perusahaan di lapangan". 
(Wawancara, 13 Desember 2017). 

Sehubungan dengan keberadaan UPTO ini, rnaka bentuk pengawasan yang 

bisa dilakukan juga bcrtingkat. Kcterangan dmi Kepala Bidang Pembinaan 

dan Pcngawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat (Marnuju, 13 

Desember 2017) mengungkap jika pengawasan tersebut terdiri dari 5 jenjang 

pengawasan. Pertama, rnelakukan penyebarluasan informasi tentang aturan 

perundang-undangan ketenagakerjaan Jni yang ban yak dilakukan di tingk:at 

dmas. Kedua, pelaksanaan pcmeriksanaan pertama yang dapat dilaksanakan 

oleh pengawas di tingkat UPTD. Ketiga adalah pelaksanaan pemeriksaan 

berkala oleh pengawas di tingkat dinas, dan keempat pelaksanaan 

pemeriksaan khusus oleh pengawas di tingkat UPTD, serta yang kelima 
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yakni pemeriksaan ulang oleh pengawas di tingkat UPTD. 

Dengan mencennati tingkatan pengawas yang dilakukan. maka dapat 

dikatakan jika pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi 

Sulawesi Barat terselenggara setiap saat 

Tingkatan pengawasan yang demikian itu juga menciptakan cara 

pengawasan yang berbeda. Pacta pengawasan berkala misalnya, terlebih 

dahulu dibuat rencana pelaksanaan pengawasannya. Pada rencana 

pelaksanaan pengawasan berkala tersebut memuat : 

I) Jenis kegiatan pengawasan. Dapat berupa kunjungan ke perusahaan dan 

pemeriksaan dokumen, wawancara, dan pemeriksaan visual di lapangan. 

2) Nama dan alamat perusahaan yang dikunjungi. Misal PT. Trinity 

Pahnas, Desa Tabolang Kabupaten Mamuju Tengah. 

3) Waktu pelaksanaan, 15 Mei 2017. (Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi 

Sulawesi Barat. 20 17). 

Dengan demikian, lingkup dan obyek pengawasan sudah ditentuk:an 

sejak awal. Ini juga menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan dan menjadi 

referensi dalam pembuatan laporan dan evaluasi. Menurut keterangan dari 

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagaketjaan Provinsi 

Sulwcsi Barat (Mamuju, 13 Desember 2017) bahwa ''jadwal pelaksanaan 

pengawas ketenagakerjaan disusun dalam Rencana Kerja Pengawasan 

ketenagakerjaan". 

Sedang untuk pengawasan yang berbentuk pemeriksaan, biasanya tidak 

dibuat perencanaan seperti pada pengawasan berkala. Ini biasanya dilakukan 
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jika "Ada laporan masyarakat, ada laporan tenaga ketja atau serikat pekerja, 

terjadi kasus kecelakan kerja, dan adanya kegiatan yang berkaitan dengan 

membahayakan kepentingn umum''. (Kepala Bidang Pengawasan 

Ketenagakerjaan, 13 Desember 20 17). 

Sedang dari sisi mekanisme, tekanan dari pengawasan pemeriksaan ini 

lebih pada laporan basil pemeriksaaan yang memuat hal-hal sebagaimana 

contoh berikut ini (Laporan Hasil Pemeriksaan Anggar Kusuma, 20 17). 

I) Nama perusahaan, PT. Unggul PKS Tobadak. 

2) Alamat perusahaan, Tobadak Mamuju Tengah. 

3) Pimpinan perusahaan, Dimas. 

4) Status perusahaan, swasta. 

5) Jenis usaha, perkebunan sawit. 

6) Tenaga kerja, laki-Jaki 200 orang, dan perempuan 23 orang. 

7) Tanggal pemeriksaan, 12 Mei 2017. 

8) Temuan pemeriksanaan, yakni bahwa perusahaan m1 telah 

mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar di bawah Upah 

Minimum Provinsi Sulawesi Barat, bahwa pada pemsahaan ini terdapat 

pcnyimpangan waktu kerja, dan di pcmsahaan ini belum memiliki 

Pcraturan Pcrusahaan (PP). 

9) Analisis pemeriksaan, Berdasarkan Surat Keputusan Gubemur 

Sulawesi Barat Nomor 188.4/705/sulbar/X/2016 Taltun 2015 tanggal 

26 Oktober 2016. Pengusaha atau Pengurus di dilarang mcmbayar upah 
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lebih rendah dari Upah Minimum, Upah Minimum Provinsi Sulawesi 

Barat Talmo 2017 yang berlaku sejak tanggal OJ Januari 2017 

sebesarRp. 2.017 .I 00 sebulan bagi pekerja berstatus tetap, tidak tetap 

dan dalam masa percobaan dengan masa kerja kurang dari satu tahun. 

Pada seluruh bagian/jabatan di mana penerapan waktu kerja yaitu 8 

(delapan) Jam per hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu I 

(satu) jam istirahat, jadi ada kelebihan 2 ( dua) jam kerja dalam 

seminggu dan kelebihannya tidak dihitung sebagai upah lembur. 

Berdasarkan Pasal 77 ayat (2), Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang KetenagakerJaan menyatakan bahwa "waktu 

kerja adalah 7 jamlhari dan 40 jamJminggu untuk 5 (hma) hari kerja, 

dan jika mempekerjakan pekerja I buruh melebihi ketentuan waktu 

dihitung dengan waktu lembur". Di pemsahaan ini belum memiliki 

Peraturan Perusahaan (PP). Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 Pasal 108 bahwa "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja!buruh 

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan 

Perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan olch Menteri atau 

pejabat yang ditunjuk". 

I 0) Kesimpulan, bahwa dengan tidak me\aksanakan ketentnan-ketentuan 

tersebut di atas merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi 

hokum yang berlaku. 

11) Saran, diperlukan pembinaan bag1 pemsahaan ini. 
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Jika diamati dengan cermat, maka 2 (dua) bentuk pengawasan di atas 

memiliki perbedaan dalam format, subtansi dan pelaksanaannya. Pada 

pengawasan yang bersifat berkala, pelaksanaan pengawasan tersebut lebih 

mencerminkan bentuk rutinitas pengawasan pada umumnya. Pada 

pengawasan jenis ini ada norma-norma yang dirujuk, kemudian norma­

norma terse but dikaitkan dengan fakta-fakta lapangan. 

Sedang pada pengawasan yang berbenhtk pemeriksaan, tekanannya lebih 

pada adanya temuan di lapangan yang di duga memang telah terjadi 

penytmpangan dari norma-norma ketenagakerjaan. Pada contoh yang 

dikernukakan di atas, pelanggaran tersebut terkait dengan 2 (dua) hal 

mendasar di bidang ketenagakerjaan. Pertama, yakni penegakan peraturan 

pengupahan bagi para pekerja yang oleh PT. Unggul PKS Tobadak belum 

dijalankan sebagaimana Surat Keputusan Gubemur Sulawesi Barat Nomor 

188.41705/su1bar/X/2016, dan yang kedua adalah PT. Unggul PKS To Badak 

belum memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud oleh 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasa\108. 

c. Ruang Lingkup Pengawasan 

Pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan memiliki mang lingkup 

tertentu. Pada garis besamya ruang lingkup pcngawasan ketenagakerjaan 

yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 

3 (tiga) hal pokok, sebagaimana dt.Jelaskan oleh Kepala Bidang Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan (Mamuju, 13 Desember 2017). Ketiga hal 

dimaksud yakni yang pertama adalah pengawasan terhadap administrast 

43580.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



76 

dan dokumen perusahaan. Kedua adalah pengawasan nonna 

ketenagakerjaan, dan ketiga yaitu pengawasan terhadap norma keselamatan 

dan kesehatan ker:ja. 

1) Pengawasan Administrasi dan Dokumen Pentsahaan 

Pengawasan im mcrupakan pemeriksaan dokumen atau surat-surat yang 

dimiliki oleh perusahaan yang berkaitan dcngan pcnanganan masalah 

ketenagakerjaan, antara lain adalah · 

a) Akte Pengawasan Ketenagakerjaan. 

b) Wajib Lapor Ketenagakerjaan. 

c) Struktur Organisasi. 

d) Daftar Upah. 

e) Kepesertaan Jarnsostek dan Kecelakaan Kerja. 

f) Naskah Peraturan Perusahaan. 

g) Dokumen lainnya yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan. 

Dari 7 (tujuh) bagmn pengawasan administrasi dan dokumen 

perusahaan tersebut di atas, ada 2 (dna) diantaranya yang masih sering 

dilanggar oleh perusahaan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Menurut 

keterangan Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan 

Provins1 Sulawesi Barat (Marnuju, 13 Desernber 20 17) kedua jenis 

pelanggaran tersebut adalah akte pcngawasan ketenagakerjaan, dan 

naskah peraturan perusahaan. 
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2) Pengawasan Norma Ketenagakerjaan 

Pengawasan norma ketenagakerjaan meliputi 12 (dua belas) bagian, yakni 

a) Memeriksa Wajib Lapor Ketenagkerjaan 

b) Memeriksa Penerapan Waktu Kerja dan Waktu lstirahat 

c) Memeriksa Penerapan Pengupahan 

d) Memeriksa Penerapan Persyaratan Hubungan Kerja 

e) Memeriksa Penerapan Penempatan TKI Dalam Negeri 

f) Memcriksa Penerapan Penempatan TKI Luar Negeri 

g) Memeriksa Penerapan Penempatan TKA 

h) Memeriksa Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

i) Memeriksa Penerapan Kompensasi Kecelakaan Kerja 

j) Memeriksa Penerapan Persyaratan Perlindungan Pekerjaan Anak 

k) Memeriksa Penerapan Persyaratan Pekerjaan Terburuk Anak 

I) Memeriksa Penerapan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan 

Dari 12 (dua belas) bagian yang diperiksa tersebut, menurut Kepala 

Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat 

(Mamuju, 13 Desember 20 17), masih ditcmui adanya perusahaan yang 

belum memperhatikan atau belum memenuhi bagian-bagian berikut ini : 

a) Penerapan Waktu Kerja dan Waktu lstirahat 

Masih ditemukan perusahaan yang belum melaksanakan waktu istirahat 

bagi pekerja mereka. Sementara terhadap penggunaan waktu istirahat 
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tersebut perusahaan juga tidak memberi imbalan pembayaran kepada 

pekerjanya. Keadaan yang demikian ini tentu memgikan para pekerja. 

b) Penerapan Pengupahan 

Pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh pemsahaan sesuai 

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi 

Barat terletak pada penerapan pengupahan oleh pemsahaan yang bel urn 

sesuai dengan Standar Upah Minimum Provinsi. Berdasarkan Surat 

Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor188.4/705/sulbar/X/2016 

Tahun 2015 tanggal 26 Oktober 2016. Pengusaha atau Pengurus di 

dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum, Upah 

Minimum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 yang berlaku sejak 

tanggal 01 Januari 2017 sebesarRp. 2.017.100 sebulan bagi pekerja 

berstatus tetap, tidak tetap dan dalam masa percobaan dengan masa 

kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, masih ditemukan adanya 

perusahaan yang memberi upah kepada pekerja mereka di bawah nilai 

sebesar Rp. 2.017.100,-

c) Penerapan Jarninan Sosial Tenaga Kerja 

Terhadap penerapan jaminan sosml tenaga kerja, terdapat 2 (dua) 

kewajiban perusahaan kepada tenaga kerJa. Kewajiban pertama yakni 

jaminan perlindungan kesehatan bagi peke1ja dan keluarganya. Kedua 

yakni jaminan sosial tenaga kcrja pasca berhenti bekei]a 

(JAMSOSTEK). 

43580.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



79 

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi 

Sulawesi Barat menunjukkan jika terdapat variasi bentuk pelanggaran 

terhadap jaminan sos1al tenaga kelja ini. Bentuk pelanggaran tersebut 

adalah: 

Belum terpenuhinya kedua jenis Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 

yakni belum adanya penanggungan pemsahaan tcrhadap jaminan 

perlindungan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya, serta belum 

adanya Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasca berhenti bekerja. 

Belum terpenuhinya salah satu dari 2 (dua) Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja tersebut, yakni belum adanya penanggungan pemsahaan 

terhadap jaminan perlindungan kesehatan bagi pekerja atau 

keluarganya, serta belum adanya Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

pasca berhenti bekerja. 

Belum terpenuhinya secara utuh Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Pelanggaran yang demikian ini juga bennacam-macam jenisnya, 

sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Bidang Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat bahwa : 

"Masih kami temukan perusahaan di daerah ini yang menerapkan 
peraturan Jaminan Sosial T enaga Kerja secara parsial. Misal, ada 
jaminan keschatan bag1 pekerja, tapi tidak untuk isteri pekerja 
tersebut, atau ada JAMSOSTEK yang diterapkan tapi bclum 
menjangkau seluruh pekerja perusahaan"'. (Mamuju, 13 Desember 
2017) 
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3) Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja meliputi 15 (lima 

belas) bagian, yakni: 

a) Memeriksa Penerapan KJ Pesawat Uap dan Bejana Tekan 

b) Memeriksa Penerapan K3 Pesawat Angkat dan Angkut 

c) Memeriksa Penerapan KJ Pesawat Tenaga Produksi 

d) Memeriksa Penerapan K3 listrik, penyalur petir dan lift 

e) Memeriksa Penerapan K3 Penanggulangan Kebakaran 

f) Memeriksa Penerapan K3 Konstruksi Bangunan 

g) Memeriksa Penerapan K3 Kesehatan Kerja 

h) Memeriksa Penerapan K3 Penyelenaggaran Makanan di Tempat Kerja 

i) Memeriksa Pengawasan Penyelenggaraan PKK dan P3K 

j) Memeriksa Pengawasan Penerapan K3 Lingkungan Kerja 

k) Memeriksa Pengawasan Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya 

l) Memeriksa Pengawasan K3 Sanitasi dan Hygiene Pemsahaan 

m) Memeriksa Penerapan K3 Kelembagaan 

n) Memeriksa Penerapan K3 Keahlian dan Personil K3 

o) Memeriksa Penerapan KJ Penerapan Alat Pelindung Diri 

Dari 15 (lima belas) bagian yang diperiksa tersebut, menurut 

Kepala Bidang Pembinaan Pcngawasan Ketenagakeijaan Provinsi Sulawesi 

Barat (Mamuju, 13 Desember 20 17), masih ditemui adanya pemsahaan 
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yang belum memperhatikan atau belum mernenuhi bagian-bagian berikut 

m1: 

a) Penerapan K__1 listrik, penyalur petir dan lift 

Masih ditenmkan pemsahaan yang belum menyediakan penyalur petir 

pada tempat pekerja mereka. 

b) Penyelenggaraan PKK dan P3K 

Masih ditemukan perusahaan yang belum menyediakan perlengkapan 

PKK dan PJK untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gangguan 

kesehatan atau kecelakaan bagi pekerja di tempat mereka bekerja. 

c) Penerapan K3 Sanitasi dan Hygiene Perusahaan 

Masih ditemukan perusahaan yang belum rnenerapkan K3 sanitasi dan 

hygiene. Bentuk pelanggaran jenis ini juga ditemukan bennacam-

macam. Menurut Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan 

Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat bahwa : 

"Masih banyak perusahaan yang memandang sepeleh soal sanitasi dan 
hygiene di lingkungan tempat bekerja para pekerja mereka. Bentuknya 
juga beragam, misalnya masih bercampurnya tempat bekerja dan 
tempat makan bagi pekerja, sanitasi dan kebersihan kamar kecil yang 
tidak layak (jorok), dan belum tersedia tempat pembuangan sampah 
atau lim bah perusahaan". (Mamuju, 13 Desember 20 17). 

d) Penerapan K3 Alat Pclindung Diri 

Masih ditemukan perusahaan yang belum menerapkan K3 alat 

pelindung diri. Bentuk pelanggaran jenis ini juga ditemukan 
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bermacam-macam. Menurut Kepala Bidang Pembinaan dan 

Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat bahwa : 

"Juga masih kami temukan perusahaan yang tidak memfasilitasi 
pekerja mereka dengan alat pelindung diri pada saal mereka bekerja. 
Misal, tidak menyiapkan atau menggunakan helmet, tidak menyiapkan 
atau menggunakan kacamata untuk pekerjaan mengclas, dan tidak 
menyiapkan atau menggunakan pakaian atau pelindung khusus untuk 
pekerjaan yang memiliki radiasi panas atau listrik". (Mamuju, 13 
Desember 2017). 

Dari ketiga ruang lingkup obyek pengawasan ketenagakerjaan 

yang dilakukan oleh Dinas Tcnaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi 

Barat sebagaimana dikemukakan di atas, tampak bahwa pelanggaran 

tcrhadap norma-nonna ketenagakerjaan masih sering tcrjadi. Karena 

itu, bidang tugas pengawasan ketenagakerjaan ini memang masih pcrlu 

diintensifkan. 

4. Evaluasi Pengawasan Ketenagakerjaan 

Pelaksanaan cvaluasi pengawasan ketenagakcrjaan di Provinsi Sulawesi 

Barat dilakukan dcngan 2 (dua) cara sejalan dengan pelaksanaan pengawasan itu 

sendiri. Menurut Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas 

Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, bahwa: 

"Salah salu kegiatan rutin kami di Bidang Pengawasan adalah mclakukan 
evaluasi pengawasan itu sendiri. Evalusi tersebut terdiri dari evaluasi 
pcngawasan kelembagaan yang akan menunjukkan kinerja Bidang Pengawasan, 
dan evaluasi pelaksanaan tugas para pengawas atau pcngawasan reguler yang 
akan menunjukkan kinerja masmg-masmg pengawas ketenagakerjaan" 
(Mamuju, 13 Desember 2017). 

Kedua bentuk evaluasi pengawasan ketenagakerjaan ini tentunya memiliki 

perbedaan, walaupun keduanya memiliki kepentingan yang sama, yakni 
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mengoptimalkan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi 

Sulawesi Barat. Mengenai perbedaan kedua jenis evaluasi pengawasan 

ketenagakerjaan ini dapat dilihat dari penjelasan secara lebih terinci masing-

masingjenis pengawasan ketenagakerjmm sepe1ii berikut ini. 

a. Evaluasi Pengawasan Kelembagaan 

Fokus perhatian evaluasi pengawasan ketenagakerjaan secara 

kelembagaan adalah capaian dari apa yang direncanakan dalam dokumen 

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat. Pada 

dokumen tersebut memuat program, sasaran dan target Bidang Pcmbinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan untuk setiap tahun anggaran. 

Pelak:sanaan evaluasi terhadap Rencana Kerja tersebut dilakukan dalam 2 

(dua) bentuk sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakeljaan Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi 

Barat di Mamuju, bahwa : 

"Terhadap capaian atau kmeiJa kclembagaan, kami memonitoring dan 
mengevaluasinya secara berkala 3 (tiga) bulanan, dan secara keseluruhan 
berupa evaluasi kinerja tahunan. Keduanya dickspose dan dibahas pada 
pertemuan atau rapat evaluasi yang diselenggarakan khusus untuk monitoring 
dan evaluasi". (Mamuju, 13 Desember 2017). 

Pada rapat monitoring dan evaluasi 1 (ttga) bulanan yang menjadi 

pembahasan adalah capamn kelembagaan kurun waktu 3 (tiga) bulan. 

Sedang pada rapat monitoring dan evaluasi tahunan yang menjadi 

pembahasan adalah kinerja kelcmbagaan dan kinerja masmg·masmg 

pengawas untuk waktu 1 (satu) tahun_ 
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Dari kegiatan evaluasi pengawasan ketenagakerjaan secara kelembagaan 

menghasilkan laporan kinerja pengawasan ketenagakerjaan. Perkembangan 

kinerJa pengawasan ketenagakerjaan dimaksud dapat dilihat setiap tahunnya 

sebagaimana dikenmkakan berikut ini. 

I) Hasil Evaluasi Tahun 2015 

Evaluasi pengawasan ketcnagakerjaan pacta tahun 2015 

menunjukkan hasil sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini. 

Tabel4.7: 
Capaian Kinerja Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2015 

' 
Program lndikator Rcncana Realisasi Kinerja 

i 
Kinerja Anggaran 

.,. -
I Sosml1sasJ T erpahammya Rp. 86 800.000 Rp 86 800 000 100% 

i Norma pengetahuan/inf 

I 
Keselamatan ormas1 
dan Kesehatan mengena1 
KerJa di Norma kerJa dan I I Perusahaan keselamatan 

I 
kerJa di 
pcrusahaan 

' 
-

' 
Pembinaan Terlaksananya Rp. 50.000 000 Rp_ 38_225.000 76% 
Penerapan pembmaan 
Nonna penerapan 

' 
KetenagakerJa norma ketenaga 
an dJ kerjaan di 
Perusahaan perusahaan ___ , __ 

Sumber. Dmas Tenaga KerJa Daerah Provms1 Sulawesi Barat, 2016. 

Tabel di atas menunjukkan jika dari 2 (dua) program pengawasan 

kctenagakerJ<lan yang direncanakan pada tahun 2015, capaian kinerjanya 

berbeda. Untuk program sosialisasi norma keselamatan dan kesehatan 

kerja yakni I 00%, sedang untuk program pembinaan penerapan nonna 

ketenagakerjaan di perusahaan yakni 76%. 
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2)Hasil Evaluasi Tahun 2016 

Evaluasi pengawasan ketenagaketjaan pada mhun 2015 

menunjukkan basil sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini. 

Tabel4.8: 
Canaian Kineria Penl!awasan Ketenaeaker"aan Tahun 2016 

Program lndikator Rencana Realisasi Kinerja 
Kinerja Anggaran 

- ----

I 

Pemeriksaan Terlaksananya Rp. 38.64\_000 Rp_ 38_641.000 100% 
Peralatan pemeriksaan 
KerJa di Pcraltan kcrja 

! Perusahaan 
di pemsahaan 

c ----

Sumber ; Dmas Tenaga KerJa Daerah Provmst Sulawesi Barat,20 17 

Tabel di atas menunjukkan jika dari I (satu) program pengawasan 

ketenagaketjaan yang direncanakan pada tahun 2016, capaian kinerjanya 

adalah I 00%. 

b. Evaluasi Pengawasan Regnier 

Pada evaluasi pengawasan reguler obyeknya adalah pelaksanaan norma-

norma ketenagakerjaan pada perusahaan. Karena itu bentuk evaluasinya lebih 

menekankan pada kesesuaian antara apa yang dilaksanakan oleh perusahaan 

dengan apa yang menjadi nonna ketenagakerjaan. Karena itu, menurut Kepala 

Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakeijaan Dinas Tenaga Kerja Daerah 

Provinsi Sulawesi Oarat di Mamuju tekanan evaluasi reguler adalah temuan 

lapangan seperti dikemukakannya bahwa : 

"Evaluasi regular yang kami lakukan terhadap apa yang dikerjakan oleh 
Pengawas Ketenagaketjaan di Wilayah I dan Wilayah 11 adalah temuan 
mereka. Secara sederhana temuan dimaksud adalah penyimpangan 
perusahaan terhadap nonna-norma ketenagakerjaan". (Mamuju, l3 
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Desember 20 17). 

Dari catatan Bidang Pernbinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas 

Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat, temuan tersebut relatif cukup 

bervariasi dilihat dari sudut pandang norma yang dilanggar. Secara umum 

perkembangan temuan terse but dilihat dari jenis dan jumlah perusahaan yang 

melakukan pelanggaran dapat dikernukakan berikut ini. 

1) Temuan Tahun 2015 

Gambaran terhadap temuan pengawasan ketenagakerjaan pada tahun 

2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel4.9: 
Gambaran Temuan Pengawasan Ketenagakerjaan 

Proviosi Sulawesi Barat Tahun 2015 
Perusahaan 

No. Jeois Temuan 
(Unit) 

1 Akte Pengawasan Ketenagakerjaan 7 

2 Naskah Perahrran Perusahaan 9 

3 Penerapan waktu kerja dan waktu istirahat 14 

4 Penerapan Pengupahan 5 

5 Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 9 

6 Penerapan K3 listrik, penyalur petir dan lift 3 

7 Penyelenggaraan PKK dan P3K 15 

8 K3 Sanitasi dan Hygiene Perusahaan 5 

9 Penerapan K3 Alat Pelindung Diri 2 

~- ~ 

Sumber: Dmas Tenaga KeiJa Daerah Provms1 Sulawesi Barat, 2016 

I 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, bentuk 

pelanggaran perusahaan yang terbanyak di Provinsi Sulawesi Barat yakni 

pada penyelenggaraan PKK dan P3K, yakni ada 15 perusahaan. 

Kemudian pada urutan kedua yak:ni penerapan waktu kerja dan waktu 

istirahat yaitu 14 perusahaan, dan pada urutan ketiga adalah belum 

dimilikinya naskah Peraturan Perusahaan, yakni 9 perusahaan. 

2) Temuan Tahun 2016 

Gambaran terhadap temuan pengawasan ketenagakerjaan pada tahun 

2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabe14.10: 
Gambaran Temuan Pengawasan Ketenagakerjaan 

Provinsi Sulawesi Barat Tabun 2016 

No. Jenis Temuan 

1 Akte Pengawasan Ketenagakerjaan 

2. Naskah Peraturan Perusahaan 

3. Penerapan waktu kerja dan waktu ist1rahat 

4. Penerapan Pengupahan 

5. Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

6. Penerapan K3 listrik, penyalur petir dan lift 

7. Penyelenggaraan PKK dan P3K I 
8. K3 Sanitasi dan Hygiene Perusahaan 

9. Penerapan K3 Alat Pelindung Diri 

Perusaha 

an (Unit) 

-. 
5 

8 

7 

5 

7 

0 

5 

4 

0 

Sumber: Dmas Tenaga KerJa Daerah Provms1 Sulawesi Barat, 2017 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, bentuk 

pelanggaran perusahaan yang terbanyak di Provinsi Sulawesi Barat yakni 

belum dimilikinya naskah Peraturan Pemsahaan yakm ada 8 perusahaan, 

kemudtan Penerapan waktu kerja dan waktu istirahat serta Penerapan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja masmg-masing 7 perusahaan, dan pada 

urutan ketiga adalah akte pengawasan perusahaan, penerapan pengupahan 

serta penyelenggaraan PKK dan P3K masing-masing 5 perusahaan. 

c. Tindak Lanjut Evaluasi 

Hasil evaluasi yang dilakukan menjadi bahan informasi untuk ditindak 

lanjuti. Menurut Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan 

Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju, 13 Desember 

2017), tindak lanjut tersebut ada 2 (dua) jenis. Kedua jenis bentuk tindak 

lanjut tersebut adalah : 

I) Program dan kegiatan yang relevan pada tahun berikut. 

2) Teguran atau sankst bagt perusahaan. 

Untuk program dan kegiatan yang relevan pada tahun berikut menumt 

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga 

Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat {Mamuju, 07 Desember 2017), juga 

terbagt mcnjadt 2 (dua). Yang pertama yakni program kelembagaan yang 

dimasukkan ke dalam Rcncana Kerja (RENJA). Kemudian yang kedua 

adalah rencana kegtatan reguler olch masing-masing pengawasan 

ketenagakerjaan. Untuk yang kedua mt mengambil bentuk berupa 

pcmcriksaan ulang. 
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Sedang tindak lanjut berupa teguran dan sanksi, pelaksanaanya masih 

bersif8t teglli'an. Tindak lanjut semacam ini berbentuk nota pemeriksaan 

merujuk pada laporan yang dibuat oleh masing-masing pengawas. Karena 

pada laporan tersebut telah menjelaskan secara detail jenis pelanggaran dan 

peraturan yang dilanggar oleh perusahaan. 

Pada nota pemeriksaan ini sebagaimana contoh yang disajikan oleh 

Anggar Kusuma sebagai salah seorang pengawas ketenagakerjaan di Dinas 

Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju, 15 Desember 

20 17), memuat hal-hal sebagai berikut : 

I) Nomor Nota Pemeriksaan 

2) Perihal Nota Pemeriksaan 

3) Yang ditujukan oleh Nota Pemeriksaan 

4) Isi Nota Pemeriksaan yang terdiri atas jenis pelanggaran, dan peraturan 

ketenagakerjaan yang dilanggar. 

5) Penegasan Nota Pemeriksaan untuk d1indahkan oleh perusahaan. 

Dengan adanya teguran dalam bentuk Nota Pemeriksaan seperti 1m, 

menurut Anggar Kusuma (Mamuju, 15 Desember 20 17), maka ada 2 (dua) hal 

yang bisa dicapai. Pertama, bagi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat 

memiliki record atau catalan kond1si tcrhadap perusahaan yang pemah 

melakukan pelanggaran nonna ketenagakerjaan. Catatan yang demikian ini 

penting terutama hila tetjadi mutasi tenaga pengawas, tetap tersedia informas1 

bagi pengawas pengganti dalam melaksanakan tugasnya. Capaian kedua 

adalah menegaskan kepada para pengelola atau pemilik pemsahaan untuk 
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tidak memandang remeh peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. 

d. Faktor Pendukung Pengawasan 

Melalui evaluasi pengawasan, juga dapat dideteksi faktor-faktor yang 

mendukung pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Menurut Kepala 

Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja daerah 

Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju, 15 Desember 2017), faktor pendukung 

tersebut intinya terletak pada 2 (dua) unsur. Yang pertama yakni unsur 

internal organisasi Dinas Tenaga Kerja. Unsur ini terbagi lagi menjadi 

beberapa aspek, yakni dukungan pembiayaan melalui APBD Provinsi, serta 

dukungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kualifikasi pengawas. 

Dikemukakan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan 

Dinas T enaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Bar at bahwa : 

"Dengan anggaran yang tersedia walaupun jumlahnya kecil, kegiatan 
pengawasan kelembagaan dan pengawasan regular bisa dijalankan. Demikian 
halnya dengan ketersediaan aparahir pengawasan yang kualifikasi dan 
komptensinya sesuai, mereka bisa melakukan tugasnya". (Mamuju, 15 
Desembcr 2017). 

Selain itu, pengawasan ketenagaketjaan di Sulawesi Barat ditopang oleh 

stakeholders di luar Dinas Tenaga Kerja. Dukungan tersebut berasal dari 

SKPD lainnya seperti Bappeda dalam kaitan sinkronisasi perencanaan 

(program) Dinas Tenaga Kerja, dengan Badan Keuangan dalam kaitan 

sinkronisasi pembiayaan kegiatan, dan dengan Satpol PP dalam kaitan 

dengan sinkronisasi informasi dan penegakan peraturan daerah, terutama 

mengenai penerapan stan dar upah minimum daerah. 

Dukungan dari stakeholders di luar Pemerintah Daerah juga menjadi 
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faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. 

Unsur ekstemal tersebut adalah para pemilik perusahaan dan unsm tenaga 

kerja yang ada di Sulawesi Barat. Dikemukak:an oleh Kepala Bidang 

Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan di Mamuju bahwa : 

"Kami mengakui jika dalam pelaksanaan togas pengawasan ketenagakerjaan 
mendapat dukungan dari berbagai pihak. Para pihak tersebut adalah Internal 
Pemerintah Daerah seperti Bappeda, Badan Keuangan, dan Satpol PP. Selain 
itu juga dari luar Pemerintah Daerah". (Wawancara, 15 Desember 20 17). 

Jelas kiranya bahwa basil yang dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan 

merupakan konfigurasi antara kemampuan yang dimiliki oleh Bidang 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan dukungan internal 

Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan dukungan perusahaan serta 

para pekerja di daerah ini. 

e. Kendala Yang Dihadapi 

Selain adanya faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan 

pengawasan ketenagakerjaan di Sulawesi Barat, fakta juga menunjukkan jika 

pelaksanaan tugas pengawasan ini berhadapan dengan berbaga1 kendala. 

Dikemukakan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan 

Ketenagakerjaan di Mamuju, bahwa: 

'·Dalam melaksanakan tugas pcngawasan kctenagake1jaan ada banyak kendala 
yang kami hadapi. Pada tahap awal pembentukan Dinas Tenaga KerJa Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat, yakni pemahaman para pemilik perusahaan terhadap 
norma-norma ketenagak.eijaan yang sangat minim. Karena itu, kami 
memprioritaskan sosialisasi norma-norma ketenagakerjaan". (Wawancara, 18 
Januari 20 18) 
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Penjelasan di atas menunjukkan jika dalam mengoptimalkan pelaksanaan 

pengawasan ketenagakerjaan justru hambatannya timbul dari pemahaman atas 

norma ketenagakerjaan itu sendiri yang kurang. Pemahaman yang rendah pada 

stakeholder ktmci yang demikian ini tentu berpotensi menciptakan 

pelanggaran. 

Kendala lainnya bersumber dari keterbatasan tenaga pengawas yang 

dimiliki dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus dmwasi dan 

wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang cukup luas. Tenaga pengawas yang 

tersedia sebanyak 9 (Sembilan) orang sementara perusahaan yang harus 

diawasi sebanyak 3.085 unit Karena itu menurut Kepala Bidang Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan di Mamuju bahwa : 

"Kami di Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan mengalami 
kesulitan dalam menjangkau jumlah perusahaan yang ada di daerah ini, 
sementara petugas pengawas kami jumlah sangat terbatas". (Wawancara, 18 
Januari 20!8). 

Hambatan lainnya terletak pada fak1or ketersediaan anggaran yang 

mmtm. Hal ini terasa menumt Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan di Mamuju, bahwa : 

"Pada satu sisi ada banyak hal atau masalah yang sepatutnya dikerjakan atau 
kami selesaikan. Tapi di sisi lain kami dihadapkan pada anggaran yang 
terbatas. Hal yang paling nyata terkait dengan keterbatasan anggaran ini 
adalah kemampuan yang terbatas untuk menjangkau seluruh pcrusahaan 
dalam penycbaran mfonnasi ketenagakerjaan. Ini juga dirasakan dalam hal 
mendukung tenaga pengawas dalam melaksanakan pengawasan reguler". 
(Wawancara, 18 Januari 20 18). 

Dari uraian di atas dapat ditarik kcstmpulan Jika dalam pelaksanaan 

pengawasan ketenagakerjaan d1 Provinsi Sulawesi Barat menghadapi 3 (tiga) 
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kendala utama. Pertama, yakni pemahaman para pemilik perusahaan yang 

rendah terhadap norma-norma ketenagakerjaan. Kedua, yakni jumlah tenaga 

pengawas yang kurang dibandingkan dengan Jmnlah perusahaan yang hams 

diawasi dan luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Ketiga, yaitu anggaran 

pembiayaan yang minim. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Mcmperhatikan rumusan masalah dalam penelitian ini, dan uraian basil 

penelitian yang telah dikemukakan, maka pembahasan hasil penelitian tersebut 

dilakukan dengan mengemukakan pada 2 (dua) aspek. Masing-masing aspek 

tersebut adalah aspek bentuk pengawasan, dan aspek pengelolaan pengawasan. 

1. Bentuk Pengawasan 

Untuk memudahkan pemahaman terhadap pengawasan ketenagakerjaan 

oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat. maka pelaksanaan 

pengawasan tersebut sebaiknya dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yang 

dibangun menjadi sah1 kcsatuan. Yang pertama yakni dari sudut pandang 

pengorgamsasmn, dan yang kedua adalah sudut pandang kebijakan 

pengawasat1. 

Pengorgamsasian pengawasan tersebut juga dikelompokkan menjadi 2 

tdua) bentuk. Yang pertama adalah pengorganisasian pengawasan berdasar 

pada rumpun ruang lingkup norma-norma ketenagakerjaan. Bentuk ini 

menJelma ke dalam pewadahan seksi yang terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu Seksi 

Pengawasatl Norma Kerja & Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Seksi Pengawasan 

Norma Kerja Pcrempuan dan Anak, dan Seksi Pengawasan Kesclamatan dan 
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Kesehatan Kerja (K3). 

Pengorganisasian yang kedua adalah penggabungan antara fungsi 

pengawasan yang hams berkesinambungan dengan situasi dan kondisi wilayah. 

Hasll dari penggabungan tersebut adalah pembagian UPTD Pengawasan 

menjadi UPTD Wilayah I yang mencakup Kabupaten Mamasa, Kabupaten 

Polman, dan Kabupaten Majene, serta UPTD Wilayah II yang mencakup 

Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamuju Utara. 

Pelaksanaan togas pengawasan melalui jalur UPTD ini dilakukan secara 

reguler, dengan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan tentang 

ketenagakerjaan. Dari sini kemudian dilaksanakan secara berkala oleh masing-

masing tenaga pengawas, dan hasilnya dievaluasi sebagai kinerja individual 

. . 
masmg-masmg pengawas. 

Kemudian pengawasan dari sudut pandang kebijakan, oleh Bidang 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan menyederhanakannya ke dalam 3 

(tiga) aktivitas pengawasan, yakni perencanaan atau perumusan kebijakan 

pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan. 

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, terlebih di lingkungan 

pemerintahan daerah, memang tidak dapat dilakukan secara eksidental atau 

sporadis. Hal tersebut terkait dengan adanya norma-norma yang menjadi 

standar di dalam hubungan antara perusahaan selaku penyedia pekerjaan 

dengan para pekerja. 

Karena itu, harus dipertimbangkan bagairnana norma-norma tersebut 

terlebih dahulu bisa dipahami bersama oleh pengelola atau pemilik pemsahaan 

43580.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



95 

dan oleh para pekerja. Dalam konteks itu maim tahapan-tahapan pengawa.'\an 

ketenagaketjaan menjadi relevan untuk dilakukan. 

Sepatutnya memang terlebih dahulu dibuat perencanaan program atau 

kegiatan sehingga norma-norma ketenagakerjaan dimaksud dapat dipahami 

bersama oleh pengelola atau pemilik perusahaan. Lalu kemudian 

dipertimbangkan pada waktu mana pelaksanaan pengawasan sudah dapat 

dilakukan. Demikian pula dengan evaluasi pelaksanaan pengawasannya 

mengikuti pelaksanaan pengawasan terse but. 

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa bentuk pengawasan 

ketenagakerJaart oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

adalah sebagai berikut : 

a. Pengorganisasian pengawasan yang disebut Bidang Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakeijaan dengan 3 (tiga) seksi, yaitu Seksi Pengawasan Norma 

Kerja & Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Seksi Pengawasan Norma Kerja 

Perempuan dan Anak, dan Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan 

Ketja (KJ). Organisasi ini merupakan penyelenggara pengawasan sccara 

kelembagaan. 

b. Untuk menduk.ung pengawasan kelembagaan, mal<a diadakan UPTD pada 2 

(dua) wilayah selaku penyelenggara pengawasan reguler. 

c. Sedang untuk kebijakan pengawasan ketenagakerjaan tediri atas 3 (riga) jems 

kegiatan pengawasan, yakni perencanaan pengawasan atau pennnusan 

kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, dan 

evaluasi pengawasan ketenagakerjaan. 
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Bentuk pengawasan tersebut dapat disajikan seperti skema gam bar berikut ini: 

-------

l Bidang Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

Seksi Pengawasan Norma Kerja & Jamsos 
! 

Tenaga Kerja = i 
Seksi Pengawasan Norma Kerja 

Perempuan & Anak 

Seksi Pengawasan Keselamatan & 

I I UPTD Kesehatan Kerja I= 
0 

Norma-Norma 

Ketenagakerjaan I Perencanaan Pengawasan f=l 
d Pelaksanaan Pengawasan I 
hf Evaluasi Pengawasan w 

Gam bar 4.2: 
Skema Bentuk Pengawasan Oleh Dinas Tenaga Kerja 

Daerah Provinsi Sulawesi Barat I 

-- ---- - -- J 

2. Pengclolaan Pengawasan 

Pengelolaan pengawasan oleh Dinas Tenaga KerJa Daerah Provinst 

Sulawesi Barat mengambil 2 ( dua) bentuk. Bentuk yang pertama adalah 

pengawasan kelembagaan, dan yang kedua adalah pengawasan reguler. 
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Pengawasan Ketenagakerjaan secara kelembagaan mengikuti kaidah-

kaidah pengelolaan Pemerintahan Daerah. lmplikasinya adalah 

penyelenggaraan pengawasan tersebut simultan dari perencanaan pengawasan, 

pelaksanaan pengawasan, dan evaluasi pengawasan. 

Pada perencanaan pengawasan alurnya mengikuti kaidah perencanaan 

pembangunan daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 

Pertama-tama dituangkan ke dalam Rencana Strategis Ketenagakerjaan 

Daerah oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat dengan mentiuk pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Barat, ini untuk 

waktu 5 (lima) tahun. Kemudian dilanjutkan menjadi Rencana Ketja (RENJA) 

Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk setiap tahunnya, 

dan pada tingkat operasional dijabarkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja 

(KAK) untuk setiap program. 

Dari sisi mekanisme perencanaan pengawasan, dapat dikatakan bahwa hal 

tersebut sudah dijalankan secara optimal. Masalah yang masih tampak pada 

sisi perencanaan pengawasan ini adalah masih minimnya jenis program dan 

alokasi anggaran yang distapkan. Hal tersebut dapat mengemukakan jika 

dibandingkan an tara luas wilayah provinsi, jumlah perusahaan dan tenaga kerja 

yang ada di daerah ini, dan banyaknya norma-norma ketenagakerjaan yang 

harus diawasi dengan prot,'Tam dan anggaran yang disiapkan terse but. 

Kemudian pada sisi pelaksanaan pengawasan secara kelembagaan merujuk 

pada Rencana Kerja Dinas T cnaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat, hal 
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tersebut tampak belum berjalan maksimal. Jni ditunjukkan oleh 2 (dua) haL 

Pertarna, program dan anggaran yang direncanakan terbatas akibatnya juga 

yang dilaksanakan terbatas. Kedua, capaian kinerja program dan anggaran yang 

terbatas tersebutjuga tidak dilaksanakan secara optimaL Misal pada tahun 2015 

untuk Pembinaan Penerapan Nonna Ketenagakerjaan di Perusahaan yang 

anggarannya hanya sebesar Rp. 50.000.000,- direalisir hanya Rp. 38.225.000,­

atau 76%. 

Pelaksanaan pengawasan ketenagakeljaan yang lain adalah pengawasan 

reguler. Pengawasan ini mengesankan sebagai pengawasan ketenagakerjaan 

yang subtantif. Hal tersebut ditunjukkan oleh 3 (tiga) hal pada pelaksanaan 

pengawasan ini yang sifatnya fundamental dalam kegiatan pengawasan. Yang 

pertama adalah pelaksanaannya yang berkesinambungan dan beraturan. Dengan 

cara seperti itu, mengesankan jika fungsi pengawasan yang dilakukan oleh 

Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan kegiatan yang 

penting, dan tidak bersifat eksidental atau dcngan kata lain hanya dilakukan 

ketika timbul masalah di lapangan. Cara yang demikian tm tentu akan 

menimbulkan efek kehati-hatian bagi perusahaan. 

Kedua, yakni jenis pengawasan yang dilakukan secara bertingkat. Dengan 

pengawasan seperti ini, membcri ruang atau waktu jedah bagi masing-masing 

pihak yakni pengawas dan perusahaan yang diawasi untuk melakukan evaluasi 

terhadap posis1 mereka terhadap sebuah basil pengawasan ketenagakerjaan. lni 

juga dapat dinterpretasi sebagai sebuah cara mengedukasi semua pihak dalam 
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konteks pengawasan ketenagakerjaan ini, dengan cara mempelajari situasi dan 

perkembangan dari efek atas setiap tingkatan pengawasan yang dilakukan. 

Ketiga, bahwa pengawasan tersebut langsung pada pokok pelaksanaan 

norma-norma ketenagakerjaan. Dengan cara ini dapat ketahui perusahaan yang 

mematuhi dan tidak mematuhi norma ketenagaketjaan dimaksud, tentu juga 

dapat mengetahui jenis-jenis norma yang diindahkan dan tidak diindahkan oleh 

perusahaan. 

Pada satu sisi pengawasan ketenagaketjaan secara kelembagaan maupun 

pengawasan ketenagakerjaan secara regt!ler dapat dikatakan telah rnemmjukkan 

hasil atau kinerja, walaupun masih dihadapkan dengan berbagai keterbatasan. 

Namun pada sisi yang lain capaian tersebut masih menyisakan masalah yang 

cukup besar, dan hal tersebut belum diorganisasikan dengan baik. 

Masalah dimaksud terletak pada besamya jumlah perusahaan yang ada di 

Provinsi Sulawesi Barat yakni 3085 unit, sementara program yang 

direncanakan dan dilaksanakan relatif masih terbatas. Keterbatasan pertama 

terletak pada jangkauan 

Penyebaran informasi tentang norma-nonna ketenagakeljaan yang masih 

terbatas. Baik itu terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan yang telah lama 

maupun kebijakan ketenagaker:jaan yang baru. Begitu juga menyangkut 

kebijakan ketenagakerjaan secara nasional maupun terkait kebijakan 

ketenagaketjaan regional Sulawesi Barat. 

Masalah lainnya terasa pada keterbatasan jangkauan perusahaan yang 

diawasi. Dengan 9 (Sembilan) orang pengawas dibandingkan dengan 3.085 

43580.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



100 

unit perusahaan yang hams diawasi, maka setiap pengawas harus bertanggung 

jawab terhadap 343 unit perusahaan. Dengan rasio seperti itu, maka idealnya 

setiap pengawas harus dapat memonitoring 14 perusahaan setiap hari selama 25 

hari kerja dalam I (satu) bulan. 

Karena itu, dalam menghadapi keterbatasan yang demikian ini Dinas 

Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat idealnya membuat terobosan 

untuk mengatasinya. Terobosan tersebut dapat dilakukan dengan cara 

menambah tenaga pengawas yang sifatnya organik, dan cara yang lain adalah 

dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) baik untuk 

menyebarluaskan norma-norma ketenagakerjaan maupun untuk memonitoring 

kegiatan perusahaan. 

3. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Pengawasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan yang 

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

menunjukkan basil yang bervariasi. Ini terjadi karena adanya berbagai fa.ktor 

yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan tersebut. 

Pada pokoknya faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan tersebut 

dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bentuk. Pertama, yakni faktor·faktor 

yang berpengaruh positif, sehingga capaian pengawasan dapat lcbih maksimal. 

Kedua, yakni faktor yang berpengaruh negatih, yakni suatu kcadaan atau 

kondisi tertentu yang membuat basil pelaksanaan pengawasan menJadi kurang 

maksimal. 
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Faktor pendukung tersebut intinya terletak pada 2 (dua) unsur. Yang pertama 

yakni unsur internal organisasi Dinas Tenaga Kerja. Unsur ini terbagi Jagi 

menjadi beberapa aspek, yakni dukungan pembiayaan melalui APBD Provinsi, 

serta dukungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kualifikasi pengawas. 

Selain itu, pengawasan ketenagakerjaan di Sulawesi Barat ditopang oleb 

stakeholders di luar Dinas Tenaga Kerja. Dukungan tersebut berasal dari SKPD 

lairmya seperti Bappeda dalam kaitan sinkronisasi perencanaan (program) 

Dinas Tenaga Kerja, dengan Badan Keuangan dalam kaitan sinkronisasi 

pembiayaan kegtatan, dan dengan Satpol PP dalam kaitan dengan sinkronisasi 

infonnasi dan penegakan peraturan daerah, terutama mengenai penerapan 

standar upah minimum daerah. 

Dukungan dari stakeholders di luar Pemerintah Daerah juga menjadi faktor 

penunjang keberhasilan pelaksanaan pengawasan ketenagaketjaan. Unsur 

eksternal tersebut adalah para pemilik pcmsahaan dan unsur tenaga kerja yang 

ada di Sulawesi Barat. 

Selain adanya f3ktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan 

pengawasan ketenagakerjaa.tl di Sulawesi Barat, fakta juga menunjukkan jika 

pelaksanaan tugas pengawasan ini berhadapan dengan berbagai kendala. 

Oalam mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan 

hambatannya timbul dar1 pemahaman atas norma ketenagakerjaan itu sendiri 

yang kurang. Hambatan lainnya terletak pada faktor ketersediaan anggaran 

yang mmnn. 
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Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan jika dalam pelaksanaan 

pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Barat menghadapi 3 (tiga) 

kendala utama. Pertama, yakni pemahaman para pemilik perusahaan yang 

rendah terhadap norma-norma ketenagakerjaan. Kedua, yakni Jumlah tenaga 

pengawas yang kurang dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus 

dtawast dan luas wilayah Provmsi Sulawesi Barat. Ketiga, yaitu anggaran 

pembiayaan yang minim. 
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A. Kesimpulan 

BAB V 

PENUTUP 

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bah terdahulu 

mengantarkan penelitian ini pada kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 2 (dua) bcntuk. Yang pertama adalah 

pengawasan kelembagaan yang mengikuti kaidah-kaidah penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah dengan tekanan pada perencanaan pengawasan, 

pelaksanaan pengawasan, dan evaluasi pengawasan. Yang kedua yakni 

pengawasan reguler yang menekankan kesinambungan pengawasan dan 

pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan oleh pihak perusahaan. 

2. Pengawasan ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi 

Barat menunjukkan 2 (dua) bentuk kinerja. Yang pertama kinerja yang belum 

maksimal, tcrjadi pada pengawasan kelembagaan yang ditunjukkan adanya 

pencapaian kinerja hanya pada level 76% pada tahun 2015. Yang kedua kinerja 

yang cukup memadai, terjadi pada pengawasan reguler yang ditunjukkan oleh 

pelaksanaan pengawasan yang komprehensif dari pelaksanaan pengawasan 

hmgga pada pelaporan dan tindak ian jut basil pcngawasan. 

3. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengawasan ketenagakerjaan oleh 

Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat terletak pada dukungan 

internal Pemerintah Daerah dan dukungan stakeholders eksternal Pemerintah 
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Daerah. Dukungan internal tersebut adalah sinkronisasi dan koordinasi dengan 

Bappeda, Badan Pengelola Keuangan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sedang 

duklmgan internal berasal dari perusahaan dan para pekerja. 

4. Faktor yang menghambat bagi Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi 

Barat dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan 

dirasakan pada 3 (ttga) aspek. Pertama, yakni masih rninimnya pemahaman para 

pemilik perusahaan terhadap norma-norma ketenagakerjaan. Kedua adalah 

keterbatasan pengawas yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah pentsahaan 

yang diawasi dan luasnya Provinsi Sulawesi Barat. Ketiga, yakni ketersediaan 

anggaran pembiayaan yang minim dibandingkan dengan banyaknya ruang 

lingkup tugas dan masalah yang seharusnya ditangai oleh Dinas Tenaga Kerja 

Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 

B. Saran 

1. Mengingat luasnya bidang ketenagaketjaan 101, maka disarankan secara 

akademik agar mahasiswa program Sl dan S2 sebaiknya memilih bidang lam 

sebagai obyek penelitian, sehingga dapat membantu membangun pcmahaman 

yang lebih mendalam dan detail terhadap sektor ketenagaketjaan dihubungkan 

dengan cara pandang ilmiah. 

2. Pengawasan ketenagakcrjaan oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi 

Barat oleh pihak-pihak terkait perlu terns didorong agar terselenggara secara 

maksimal. Hal ini dipandang penting terkait dengan kepentingan banyak pihak 

dalam penegakan norma-norma ketenagakerjaan. 
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3. Untuk menciptakan efektifitas pelaksanaan pengawasan ketenagake!jaan, kepada 

Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat perlu menambah tenaga 

Pengawas Ketenagakerjaan supaya dapat lebih mengefektifkan dan 

menyeimbangk:an pengawasan sesuai jumlah perusahaan yang ada. 
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LAMPIRAN 1: PANDUAN WAWANCARA 

A. Pengantar 

Dalam rangka penyusunan tesis mahasiswa program Magister (S2) pada 

Universitas Terbuka Provinsi Sulawesi Barat, maka atas nama mahasiswa 

Liga Magdalena Samma akan melakukan penelitian atau pcngumpulan data 

terhadap judul tesis " Kinerja Pengawasan Ketenagakcrjaan Pada Dinas 

Tenaga Kerja Daerah di Provinsi Sulawesi Barat". 

Sehubungan dengan itu, Bapak/Ibu selaku narasumbcr atau informan, 

diharapkan dapat memberi informasi atau keterangan yang dibutuhkan, 

dengan merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berikut ini. 

B. Pertanyaan 

1. Apa yang menjadi landasan atau dasar hukum dilakukannya pengawasan 

ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi l3arat ? 

a. ······························ 

b ........ ········ .. . 

C.········································· 

2. Seperti apa pengorganisasian pengawasan ketenagakerjaan ini ? 

3. Seperti apa uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan yang 

terkait dengan pengawasan ketenagakerjaan ini ? 

4. Bagaimana cara atau bentuk pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan 

tersebut dilakukan ? 

a. 

b. 

C. 

d. 

e.····································· 

5. Apa ada jadwal berkala pengawasan kctcnagakerjaan yang dibuat dan 

bagairnana pelak.sanaannya ? 
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6. Apa ada pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan secara eksidental? 

Jika ada scperti apa pcnjelasannya '! 

a. 

b. 

c. 

d ............. ········· ............ . 

7. Apakah dalam melakukan pcngawasan ketenagakerjaan selama ini 

diternukan adanya pelanggaran terhadap UU ketenagakerjaan ?_ Jika ada, 

sepcrti apa bentuk pelanggaran terscbut, dan aturan apa yang dilanggar. 

Lalu bagaimana bentuk penanganannya? 

a .................. . 

b. 

C. 

d. 

8. Dalam hal tetjadi sengkcta antara Perusahaan dengan peketjanya, 

bagaimana menangani atau menyelesaikan hal tersebut ? 

a. 

b ................ . 

9. Dalam hal Bapak/fbu masih memiliki infonnasi pengawasan 

ketenagakerjaan yang belum dikemukakan di atas, dapat Bapak!Jbu 

tuliskan di bawah ini. 

Mamuju, . ........ 2017 

Narasumber/lnforman, Surveyer, 

LIGA MAGDALENA SAMMA 
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LAMPIRAN 2: TRANSKIP WAWANCARA 

A. Pengantar 

Dalam rangka penyusunan tesis mahasiswa program Magister (S2) pada 

Universitas Terbuka Provinsi Sulawesi Barat, maka atas nama mahasiswa 

Liga Magdalena Samrna akan melakukan pcnelitian atau pengumpulan data 

tcrhadap judul tcsis"' Kincrja Pcngawasan Ketenagakerjaan Pada Dinas 

Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat". 

Sehubungan dcngan itu, Bapak Kabid Bidang Pembmaan Pengawasan 

Ketenagakcrjaan, K3 Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

sclaku narasumber atau infonnan, diharapkan dapat memberi infonnasi atau 

keterangan yang dibutuhkan, dengan mercspon pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan berikut ini. 

B. Pertanyaan 

l. Apa yang menjadi landasan atau dasar hukum dilakukannya pengawasan 

Ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat? 

a. UU No. 3 Th 1951 tentang pernyataan bcrlakunya UU pengawasan 

perburuhan tahun 1948 No. 23. 

b_ Peraturan presiden RI No. 21 Th.2010 tentang Pengawasan 

Kctcnagakcrjaan 

c. Peraturan menteri ketenagakerjaan No.33 Th.20 16 ttg tata cara 

Pengawasan Kctenagakerjaan . 

2. Scpcrti apa pcngorganisasian Pengawasan Ketenagakerjaan ini ? 

Pengawasan ketenagakerjaan berada pada Unit Eselon III (bldang) pada 

Dinas Tenaga Kcrja Provinsi Sulawesi Barat Bidang Pcmbinaan 

43580.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, didukung oleh 2UPTD dan 12 

orang pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. 

3. Seperti apa uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Ketcnagakerjaan yang 

terkait dengan Pengawasan Ketenagakerjaan ini ? 

Melakukan pembinaan pengawasan ditaatinya peraturan perundang 

undangan Kctcnagakcrjaan tchadap : 

a. Norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja 

b. Norma kerja anak dan perempuan 

c. Norma kerja keselamatan dan kesehatan kcrja 

4. Bagaimana cara atau bentuk pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan 

tersebut dilakukan ? 

a. Melakukan penyebarluasan informasi tentang aturan perundang-

undangan Kctenagakerjaan. 

b. Pelaksanaan pemeriksaan pertama 

c. Pelaksanaan pemeriksaan berkala 

d. Pelaksanaan pemeriksaan khusus 

e. Pemeriksaan ulang. 

5. Apa ada jadwal berkala Pengawasan Ketenagakerjaan yang dibuat dan 

bagaimana pelaksanaannya? 

Jadwal pelaksanaan Pengawas Ketenagakerjaan disusun dalam Rencana 

Kerja Pengawasan ketenagakerjaan. 

6. Apa ada Pengawasan Ketenagakerjaan yang dilakukan sccara eksidental ?. 

Jika ada seperti apa penjelasannya? 
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Pengawasan eksidental dilakukan dalam bentuk pengawasan kasus dan 

dilakukan bila: 

a. Ada laporan masyarakat 

b. Ada laporan tenaga kerja atau serikat pekerja 

c. Terjadi kasus kecelakan kerja 

d. Kegiatan yang berkaitan dengan membahayakan kepentingn umum. 

7. Apakah dalam melakukan Pengawasan Ketenagakerjaan selama tnt 

ditemukan adanya pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan ?. Jika ada, 

seperti apa bentuk pelanggaran tersebut, dan aturan apa yang dilanggar. 

Lalu bagaimana bentuk penanganannya? 

Masih ditemukan antara lain dalam hal : 

• 

• 

• 

• 

• 

J aminan so sial bagi tenaga kerja 

Membayar upah dibawah UMPIUMK 

Tidak melaporkan kegiatan usahanya 

Wajib lapor Kctenagakcrjaan 

Tidak melakukan pengujian peralatan K 3 

8. Dalam hal terjadi sengketa antara Perusahaan dengan pekerjanya, 

bagaimana menangani atau mcnyelesaikan hal tersebut ? 

a. Mclakukan Mediasi olt:h Mediator dan dikeluarkan sural anjuran. 

b. Bila surat anjuran tidak diforrn salah satu pihak dtlanjutkan ke 

pengadilan Hubungan Industrial. 

9. Dalam hal Bapak/Ibu masih memiliki infonnasi Pengawasan 

Ketenagakerjaan yang belum dikemukakan di atas, dapat Bapak/lhu 

tuliskan di bawah ini. 
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Pengawasan Ketenagaketjaan bertujuan untuk mengawas1 

ditaatinya/ditegakkannya peraturan perundang-undangan dibidang 

Ketenagakerjaan untuk menciptakan HubWlgan Industri. 

Mamuju, 11 Desemher 2017 

Narasumber!lnforrnan, Surveyer, 

ARMON, S.Sos LIGA MAGDALENA SAMMA 
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TRANSKIJ' W A W ANCARA 

A. Pengaotar 

Dalam rangka penyusunan tesis mahasiswa program Magister (S2) pada 

Universitas Terbuka Provinsi Sulawesi Rarat, rnaka atas nama mahasiswa 

Liga Magdalena Samma melakukan penelitian atau pengumpulan data 

terhadap judul tcsis " Kinerja Pengawasan Kctcnagakerjaan Pada Dinas 

·renaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat", melalui wawancara. 

Sehubungan dengan itu, basil wawancara dcngan Pengawas Bidang 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga kerja Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat selaku narasumber atau informan dalam 

mcmbcrikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan, dengan merespon 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berikut ini. 

B. Pertanyaan 

I. Sebutkan 3 (t1ga) hal yang harus dilakukan oleh Pengawas untuk 

mengcfcktifkan Pengawasan Ketenagakeijaan oleh Dinas Tenaga Kerja 

Daerah Provinsi Sulawesi Barat ? 

a. Menyusun rencana pengawasan 

b. Melaksanakan perencanaan 

c.Melakukan evaluasi pada evaluasi 101 diupayakan untuk 

menghubungkan antara apa yang direncanakan dengan apa yang 

dilaksanakan 

2. Apa yang perlu d1perhatikan Pcngawas dalarn menyusun perencanaan 

pengawas kclenagakerjaan sebagai bcrikut: 

a. Memperhatikan mekanisme perencanaan Pengawasan 

Ketcnagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

merujuk pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) 

b. Memperhatikan 1si Perencanaan tersebut. 

3. Apa yang f£rlu dipertimbangkan Pengawas dalam menyusun 

Perencanaan Pengawasan Kctenagakerjaan Di Dinas Tenaga Keija 

Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah: 
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Dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Provinsi yang 

tertuang di dalam RP.TMD, juga memperhatikan situasi dan kondisi 

ketenagakerjaan yang berkembang di lapangan, apakah itu yang 

disampaikan oleh Serikat Pekeija, maupun oleh Perusahaan tempat 

Bekerja. 

4. Bagaimana kaidah terkait yang ingin dicapai dalam penyusunan program 

perencanaan Pengawasan Ketenagakerjaan? 

Untuk menyusun Perencanaan yang detail dan terukur di Bidang 

Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan merencanakan 

target atau sasaran pengawasan ,kemudian, menetapkan program dan 

kegiatan untuk target atau sasaran tersebut. 

5. Apa yang perlu diperhatikan oleh Pengawas dalam menyusun 

perencanaan pembinaan dan pengawasan adalah: 

Memperhatikan kebutuhan hubungan antara perusahaan dengan para 

pekerja, juga memperhatikan faktor kemampuan pembiayaan atau faktor 

anggaran. 

6. Jelaskan maksud dari pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan tersebut 

mengikuti kaidah dan aturan main yang diterapkan di lingkungan 

Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, adalah: 

Dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakeijaan di Dinas Tenaga Kerja 

Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pengawas merujuk pada tata kelolah 

Pemcrintahan Daerah, terutama terkait dengan dokumen perencanaan 

yang telah disusun. Kemudian juga tidak mengabaikan prinsip-prinsip 

pengawasan yang diterapkan secara umum. Namun demikian, tetap 

memperhatikan hal-hal yang bersifat eksidental". 

7. Bagaimana upaya pengawas dalarn pencegahan terhadap norma-norma 

atau peraturan ketenagakerjaan: 

Dengan mencegah tirnbulnya masalah dalam hubungan kerja antara 

perusahaan dengan pekeija , dan mengk:ondisikan hubungan ketja yang 

positif dan tetap terjaga harmonis. 

8. .Telaskan apa tujuan dari Pengawasan Reguler Ketenagakerjaan d1 

Provins1 Sulawesi Barat adalah: 
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Untuk merespon dinamika dan perkembangan KetenagakeTjaan di daerah 

ini setiap hari oleh karena itu khususnya Bidang Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan juga diadakan unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) 

yang bertugas melakukan pengawasan dilapangan, maka perkembangan 

baik masalah yang mllllcul dilapangan yang sifatnya diluar program 

kelembagaan diharap dapat direspon dengan cepat. 

9. Sebutkan 5 (lima) bentuk Pengawasan di UPTD yang terdiri dari 5 

jenjang pengawasan adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan penyebarluasan informasi tentang aturan perundang­

undangan ketenagakerjaan. 

b. Pelaksanaan pemeriksaan pertama yang dapat dilaksanakan oleh 

pengawas di UPTD. 

c. Pelaksanaan pemeriksaan berkala oleh pengawas ditingkat dinas. 

d. Pelaksanaan perneriksaan khusus oleh pengawas di tingkat UPTD. 

e. Pemeriksaan ulang oleh pengawas ditingkat UPTD. 

10. Kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pcngawasan 

ialah: 

a. Minimnya pemaharnan para pemilik perusahaan terhadap norma 

norma ketenagakerjaan. 

b. Masih terbatasnya tenaga pengawas yang dimiliki dan wilayah 

Propinsi Sulawesi Barat yang cukup luas. Tenaga pengawas yang 

tersedia sebanyak 9 (sembilan) orang sementara perusahaan yang 

harus diawasi sebanyak 3.085 unit. 

Mamuju, 13 Desember 2017 

Naraswnber/Pengawas, Surveyer, 

YOHANJS LEAMANDUNG, SE LIGA MAGDALENA SAMMA 
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TRANSKIP WAWANCARA 

A. Pengantar 

Dalam rangka penyusunan tesis mahasiswa program Magister (S2) pada 

Universitas Terbuka Provinsi Sulawesi Barat, maka atas nama mahasiswa 

Liga Magdalena Samma rnelakukan penelitian atau pengumpulan data 

terhadap judul tesis " Kinerja Pengawasan Ketenagakerjaan Pada Dinas 

Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat", melalui wawancara. 

Sehubungan dengan itu, basil wawancara dengan Pengawas Bidang 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga kerja Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat selaku narasumher atau informan dalam 

memberikan infonnasi atau keterangan yang dibutuhkan bersama pihak 

Perusahaan dengan merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berikut 

Int. 

B. Pertanyaan 

1. Sebutkan program kelernbagaan apa saja yang harus dilaksanakan oleh 

pihak perusahaan sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan 

terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma atau peratumn 

ketenagakerjaan adalah: 

a. Melaksanakan Sosialisasi Norma Keselamatan dan Keschatan Kerja 

di Perusahaan dengan frekwensi l(satu) kali. 

b. Melakukan Pembinaan Norma Ketenagakerjaan di Pcrusahaan, 

sebanyak l(satu) kali 

c. Pemeriksaan Peralatan Kcrja di Perusahaan 

2. Jelaskan apa target Sosialisai Norma Keselamatan peralatan kerja di 

perusahaan adalah : 

Supaya dapat memahami pengetahuan /infOrmasi mcngenai Norma keJja 

dan keselamatan ketja di perusahaan . 

3. Apa target dari kegiatan pembinaan penerapan norma ketenagakerjaan di 

perusahaan adalah : 

Agar terlaksana pembinaan penerapan norma ketenagakerjaan di 

perusahaan. 
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4. Sebutkan dari Target dari kegiatan pemeriksaan peralatan kerja di 

Perusahaan adalah : 

Supaya dapat terlaksana Pemeriksaan Peralatan kerja di Perusahaan. 

5. Sebutkan 3 (tiga) hal pokok garis besar ruang lingkup pengawasan 

ketenagakerjaan diperusahaan adalah: 

a. Pengawasan terhadap adrnmistrasi dan dokumen perusahaan 

b. Pengawasan norma ketenagakerjaan 

c. Pengawasan terhadap nonna keselamatan dan kesehatan ketja. 

6. Sebutkan 7 (tujuh) dokumen atau surat surat yang wajib dimiliki oleh 

perusahaan yang berkaitan dengan penanganan masalah ketenagakerjaan 

yang diperiksa oleh Pengawas Kctenagakerjaan di Provinsi Sulawesi 

Barat adalah: 

a. Akte Pengawasan Ketenagakerjaan. 

b. Wajib Lapor Ketenagakerjaan. 

c. Struktur Organisasi 

d. Daftar Upah. 

e. Kepesertaan Jamsostek dan Kecelakaan Kerja. 

f. Naskah Peraturan Perusahaan. 

g. Dokumen lainnya yang terkait dengan masalah ketenagakcrjaan. 

7. Ada 2(dua) hal yang masih scring dilanggar perusahaan yang ada di 

Provmsi Sulawesi Barat berkaitan dengan admmistrasi dan dokumen 

perusahaan adalah: 

a. Akte pengawasan ketenagakerjaan. 

b. Naskah peraturan pcrusahaan. 

8. Apa yang menjadi Pedoman pelaksanaan pengawasan dan menjadi 

rcfcrensi dalam pembuatan laporan dan evaluasi, adalah: 
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Bahwa jadwal pelaksanaan pengawas ketenagakeijaan disusun dalam 

Rencana Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan". 

Mamuju, 15 Desember 2017 

Narasumber/Pengawas, Surveyer, 

ISKANDAR ANGGAR KUSUMA, SE LIGA MAGDALENA SAMMA 
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TRANSKIP WAWANCARA 

A. Pengantar 

Dalam rangka penyusunan tesis mahasiswa program Magister (S2) pada 

Universitas Terbuka Provinsi Sulawesi Barat, maka atas nama rnahasiswa 

Liga Magdalena Sarnma melakukan penelitian atau pengumpulan data 

terhadap judul tesis " Kinerja Pengawasan Ketenagakerjaan Pada Dinas 

Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Baraf', melalui wawancara. 

Sehubungan dengan itu, hasil wawancara dengan Pengawas Bidang 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga kerja Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat selaku narasumber atau infonnan dalam 

memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan bersama pihak 

Pekerja dengan merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berikut ini. 

B. Pertanyaan 

I. Bagaimana Penerapan Pengupahan ( UMP) oleh Perusahaan kepada 

pekerja yang memenuhi standar adalah : 

Perusahaan mernberikan UMP kepada pekerja sesuai standar Upah 

Minimum oleh Provinsi Sulawesi Barat yaitujumlah Upah minimum yang 

berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 sebesar Rp. 2.017.100 

2. Kewajiban apa saja dari perusahaan kepada pekcrja tcrhadap penerapan 

jamman sosial tenaga kerja adalah : 

a. Memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi pekerja dan 

keluarganya . 

b. Memberikan jaminan sosial tenaga kerja pasca berhenti bckerja 

( J AMSOSTEK ). 

3. Bentuk- bentuk pelanggaran pekerja yang dapat ditemukan dibeberapa 

pcrusahaan antara lain adalah : 

a. Perusahaan belum menerapkan K3 sanitasi dan hygiene dilingkungan 

tempat bekerja bagi para pekerja mereka, sebagai contoh masih 

bercampumya tempat bekerja dan tempat makan bagi pekerja, sanitasi 

dan kebersihan kamar kecil yang tidak layak, juga belum tersedia 

tempat pembuangan sampah atau limbah perusahaan. 
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b. Perusahaan belum menerapkan K3 alat pelindung diri, misal pekerja 

tidak menyiapkan atau menggunakan helmet, tidak menyiapkan atau 

menggunakan pakaian atau pelindung khusus untuk pekerjaan yang 

memiliki radiasi panas atau listrik. 

4. Berapa dalam sehari rata- rata ketentuan jam kerja yang diterapkan oleh 

Pihak perusahaan kepada Pekelja, adalah: 

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2), Pasal 78 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa" 

waktu jam kerja adalah 7 jam/hari dan 40 jarnlminggu untuk 5 (lima) hari 

kerja, dan jika mempekeijakan pekeija /buruh melebihi ketentuan waktu 

dihitung dengan waktu !em bur. 

Mamuju, 18 Januari 2018 

Narasumber/Pengawas, Surveyer, 

SURlY A IIANDAY ANI, S.Kom LIGA MAGDALENA SAMMA 

• • 
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